C.

TUNJANGAN KINERJA DAERAH BAGI
KEPALA SEKOLAH, WAKIL KEPALA SEKOLAH, GURU,

PENGAWAS SEKOLAH, PENILIK DAN PAMONG BELAJAR
(Peratwwan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 22 Talum 2017, tanggal 1 Maret 2017)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUEBERNUR PROYINSI DAERAH KHUSUS
BUKOTA JAKARTA,
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halwia kelbiakan Tumi Kinexja D ¥ o
PNS Gunu dam PNS Guru yang ditberikan tugas
tEmibaham sebagai Kepale Sekolah, Pengawas
mmmmwwmcamm

fmmmnwud‘ﬂﬂrdhhmhﬂmm&w_

Nomar 409 Tatum 2016 temtang Tumjamgam Kin-
evja Daeralh,
Hmﬁhmm@bmmmmml,,km—
ena dan kesepinteraan, maka pemiberizmn Tumngam-
gan Kinerja Daeralh bagi Kepala Sekolah, Wakil
Kepala Sekolaih, Guru, Pengawas Selkokalh, Pemi-
&k dam Pamong Belajar sebagammana dimaksud
dalam hwruf a, periu disermpumnakan demganm pe-
rumusan dan pemnilaian kimerja secara khusus;
dimmalksud dialtanm huruf @ dam el b, periu mene-
tapkan Peratuwranm Guibermur temtamg Tom@mgam
Kmerja Daerah Bagi Kepala Sekolah, Wakil Ke-
pala Sekolah, Guru, Pengawas Sekolah, Pemilik
dan Pamong Bellajar;

Mengengat -

1.

Undang-Undamg Nomor 17 Tahum 2003 tentamg
Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 1 Tahwm 2004 tentamg
Perbendiaiharaam Negara;
Undang-Undamng Nomor 15 Talwm 2004 temtamg
Pemeriksaan Pengeliclaam dam Tanggung Javwal
Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 temntang
Jakarta sebagail bukota Negara Kesatuan Repuih-
kk kIndonesia;

10.

11.

12.

13.

14.

5.

16.

17.

{

Umgdizmag-Undamg Nomaor 25 Taiwm 2009 temitzng

Pelayamam Putbiiik;

Uindizmg-LUndiamg Momaor 12 Takwn 2011 temtang

Pemibemhulam Peraturam Pemumdzmg-umdzmgam;

Undicang-Ulndiamg Nommor 5 Taitwm 2014 temtzmg |

Aparatur Sipil Negara;

Umndiang-Undang Nomor 23 Tahum 2014 temtang
Bulcritd Dndent;, scbmgeinons wiat! iy, |

apa kalii divibalh terakhir dengan Undamg-Undamg |

Nomor 9 Tathum 2015;

Peratwran Pemermizih Nomor 16 Tahum 1994
tentamg Jabatan Fungsional Pegawaii Negeri Sip- |
il sebagaimana telah diubah dengan Peraturam

Pememnmtaih Nomor 40 Taiwm 2010;

Peraturan Pemermtaih Nomor 23 Tahum 2005 |

temamgPengelkilnm.KeummnBadanlamamE
Umumm  selbagaimana telaih diubalh dengam Per |

aturan Pemnerimtalh Nommor 74 Tahun 2012;

Peratwran Permermtalh Nomor 58 Tahwm 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Daeralh;

Peraturan Pemesimtah Nomor 53 Tahwn 2010

temtang Disiplin Pegawai Neger Sigill;

Peraturan Pemerimtain Nomor 46 Taiwm 2011!;
tenitang Penilaian Prestasi Kerja Pegawah Negesi

Sippiil;

Peraturam Memteri Dalam Neger Nomeor 13 Tahum |
2006 temtang Pedoman Pengelolaan Keuamgam |
Daerah sebagaimana telah beberapa kalii diuibeaih -
tevakhir demgan Peraturan Menteri Dalam Negeri |

Nomor 21 Talhum 2011;

Peraturam Memteri Pendayagunaan Aparatur Neg- |
ara dam Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tatwm |

2011 temtang Pedoman Evaluasi Jalbatam;

ara dam Reformasi Birokrasi Nomor 63 Talmum
2011 temtang Pedoman Penataam Sistern Tumjam-
gam Kimenja Pegawaii Negemi;

Pammkepdl%BadaqupegawamNegma
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RNemor 1 Tathum 2013 temtizmy Ketemtbuam Pelkik-
samaam Feraturan Pewesimtzin Nomwmor 46 Taiun

mnmmMiﬁhmMmHﬁiKﬂrthi;

MNegeni Sigpill;

Nomor 3 Tafhwm 2013 tentang Kamus Jabatzm
Fungsiiomal! Pegasvai Negeri Sipil;

19. Peraturan Daeralh Nomar 5 Taiwn 2006 temtamg

Pemibemtukan dan Susumam Peramgkat  Daeraih
: 20. Peraturam Gubermur Nomaor 277 Tentang Organ-

MNERSUTUSKAN -
Rlenetapkam -

PENALIX DAN PAMONG BELAJAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Perabwan Gubermar ini yang dinmnaksad

Lembaga Teknis Daeraln, Satuan Polisi Pamong

Praja, Kot2 Administrasi, Kabupaten Administra-

| 6. Satuan Kemja Perangkat Dasrah yang selaniutiya
. disingkat SKPD adalsh Satuan Kesja Perangkat |

;7. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjubnya

. disingkat UKPD adalah unit kesja atau sub ordinat |

dani SKPD.

disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Dae-

rain Provimsi Deaerain Kinusus bkt S,

9. Dimas Komumilicsii, infommaitika dan Statistik yang
selamutnye disdut Dimes Komimfo dan Statisik
azia Dimas Komumiikasi, Infomatitka dan Statis-
ik Provimsi Dasraln Kinesues iikots Jaikarts.

10. Badam Perencanaem Pembamgumnan Daerah yang

| selanjuinya dsshut Bappeds adaih Bedan Per-
emcanaam Pemibamgumam Provimsi Daeraih Kinusus
Bukota Sakarts.

- 1. Kepeilz Bxdan Kepegawaian Daersih yang selkam-

jutmya disebue Kepaia BKD adabih Kepaiks Badamn
lbuknta Jakarta

12. Dimas Pendidfikan adalaih Dimas Pendidikan

Provinsi Daerah Kinusus ibulkota Sakarta

13.. Suku Dinas Pemdiikan adalalh Suku Dinas Pen-
. KINERJA DAERAH BAGI KEPALA SEXOLAH, WAKR |
. KEPALA SEKOLAH, GURU, PENGAWAS SEXOLAH,

diiikam Kota Admmistirasi Wikyaih |, Sulku Dimas
Pendidiican Witsyaih B dan Sulku Dimas Pendiidiikam
Kabupaien Admmsirasi Kepuilasan Serilt.

14. Kepala SKPD/UKPD adaich pejabat pimpinan

tngg ataw pejabat admintsirasi yang mesmpim
SKFD/AUKPD.

 15. Bidang Sekolah Dasar dan Pendidikan Khusus

dan Layanan Khusus yang selanjutnya disebwst
Pesudidikan dalam penyelenggaraan SD dan PKLK_

16. Budang Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah

Menengah Alas yang selanjutnya disebut Bidang
dikan dalam penyelenggaraan SMP dan SMA_

| 17. Budang Sekolah Menengah Kejruan yang selan-

juinya disebut Bidang SMK adakah unit kexja i
Dimas Perdidikan daliam penyelenggaraan SMIK_

- 18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang

selanpinya disingkat APBD adalah Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah
Khusars bbukota Jakasta

19. Pegawai Negesi Sipil yang selanjtnya’ dising-

bertugas di SKPD/UKPD Dinas Pemdidikan terdin
dani Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Gunu,
Pengawas Sekolah, Penilik dan Pamong Belajar.
20. PNS Guru adalah Guru yang telah atau belum

 21. PNS Guru Agama adalah PNS Guru dengan tugas

utama mendidik, mengajar, membamnbing, men-
garahkan, melatih, memberi teladan, meniai dan
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

295

30.

mengevaluasi peserta didik dalam bidang pendidi-
kan agama pada jalur pendidikan formal.

PNS Guru Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya
disebut PNS Guru TK adalah PNS Guru dengan
tugas utama mendidik, mengajar, membimbing,
mengarahkan, melatih, memberi teladan, menilai
dan mengevaluasi peserta didik bagi anak usia 4
tahun sampai memasulki pendidikan dasar pada
jalur pendidikan formal.

PNS Guru Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya
disingkat PNS Guru SLB adalah PNS Guru dengan
tugas utama mendidik, mengajar, membimbing,
mengarahkan, melatih, memberi teladan, menilai
dan mengevaluasi peserta didik pada satuan pen-
didikan luar biasa.

PNS Guru Dipekerjakan yang selanjutnya disebut
PNS Guru DPK adalah PNS Guru yang melak-
sanakan tugas di luar instansi induknya dan ga-
jinya dibebankan pada instansi induknya.

Calon PNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil for-
masi guru.

Kepala Sekolah adalah guru yang diberikan tugas
tambahan untuk memimpin suatu satuan pendidi-
kan yang menyelenggarakan proses belajar-men-
gajar atau tempat terjadi interaksi antara guru
yang memberi pelajaran dan murid yang meneri-
ma pelajaran.

Wakil Kepala Sekolah adalah guru yang diberikan
tugas tambahan untuk membantu Kepala Sekolah
pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan
proses belajar-mengajar atau tempat terjadi inter-
aksi antara guru yang memberi pelajaran dan mu-
rid yang menerima pelajaran.

Pengawas Sekolah adalah PNS yang diberi tugas,
tanggung jawab dan wewenang secara penuh
oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan
pengawasan akademik dan manajerial pada satu-
an pendidikan.

Penilik adalah tenaga kependidikan dengan tugas
utama melakukan kegiatan pengendalian mutu
dan evaluasi dampak program Pendidikan Anak
Usia Dini (PAUD), pendidikan kesetaraan dan ke-
aksaraan, serta kursus pada jalur Pendidikan Non-
formal dan Informal (PNFI).

Pamong Belajar adalah pendidik dengan tugas
utama melakukan - kegiatan belajar mengajar,
pengkajian program dan pengembangan model
Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFIl) pada

Business

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39%

40.

41.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan satuan PNFI.
Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan adalah
Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan di
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan
adalah Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Ke-
camatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Ja-
karta.

Tunjangan Kinerja Daerah yang selanjutnya dis-
ingkat TKD adalah tunjangan kepada PNS dan
calon PNS vyang terdiri dari TKD Kehadiran dan
TKD Prestasi kerja.

Tunjangan Kinerja Daerah Kehadiran yang selan-
jutnya disebut TKD Kehadiran adalah tunjangan
kepada PNS dan calon PNS yang diberikan ber-
dasarkan kehadiran.

Tunjangan Kinerja Daerah Prestasi Kerja yang se-
lanjutnya disebut TKD Prestasi Kerja adalah tun-
jangan kepada PNS yang diberikan berdasarkan
prestasi kerja.

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya dis-
ingkat SPM adalah dokumen yang digunakan un-
tuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana.
Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya
disebut SP2D adalah dokumen yang digunakan
sebagai dasar pencairan dana.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjut-
nya disingkat DPA adalah merupakan dokumen
yang memuat pendapatan dan belanja setiap
SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan
oleh pengguna anggaran.

Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN
adalah kegiatan pengukuran pencapaian kompe-
tensi peserta didik pada beberapa mata pelaja-
ran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu
pengetahuan dan teknologi dalam rangka menilai
pencapaian Standar Nasional Pendidikan.

Ujian Sekolah/Madrasah Berstandar Daerah yang
selanjutnya disingkat USMBD adalah kegiatan
pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik
jenjang pendidikan Sekolah Dasar dan Madrasah
Ibtidaiyah pada beberapa mata pelajaran tertentu
dalam rangka menilai pencapaian Standar Nasi-
onal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjut-
nya disingkat PKBM adalah tempat pembelajaran
dalam bentuk berbagai macam keterampilan den-
gan memanfaatkan sarana, prasarana dan segala

Raws BP72/90.3.2017



42,

43.

44,

45.

| 46.

47.

48.

49.

50.

PENGUMUMA

ATURAN PEMERINT/

potensi yang ada di sekitar lingkungan kehidupan
masyarakat.
Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya dis-

ingkat PAUD adalah upaya pembinaan yang di- |

tujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6
(enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian
rancangan pendidikan untuk membantu pertum-

buhan dan pekembangan jasmani dan rohani agar i
anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidi-

kan lebih lanjut.

Olimpiade Sains Nasional yang selanjutnya dis- |

ingkat OSN adalah ajang kompetisi dalam bidang
sains bagi para siswa pada jenjang SD, SMP dan
SMA di Indonesia.

Olimpiade Olahraga Siswa Nasional yang selan- |

jutnya disebut 02SN adalah suatu wahana bagi
siswa untuk mengimplementasikan pembelajaran

datam rangka meningkatkan kesehatan jasmani

dan daya kreativitas.
Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional yang

selanjutnya disebut FLS2N adalah kegiatan di bi-

dang seni dan budaya yang melibatkan seluruh

siswa-siswi jenjang pendidikan dasar dan menen-

gah.

Lomba Kompetensi Siswa yang selanjutnya dis-
ingkat LKS adalah lomba tahunan antar siswa |

pada jenjang SMK sesuai bidang keahlian yang
diajarkan pada SMK.

Guru berprestasi adalah guru yang memiliki kiner-
ja melampaui standar yang telah ditetapkan oleh

satuan pendidikan, yang mencakup kompétensi
pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi

profesional, kompetensi sosial dan mampu meng-
hasilkan karya inovatif yang diakui baik pada

tingkat daerah, nasional dan/ atau internasional.
Pusat Pengembangan Kompetensi Pendidik,

Tenaga Kependidikan dan Kejuruan yang selanjut-
nya disebut P2KPTKK adalah Pusat Pengemban-
gan Kompetensi Pendidik, Tenaga Kependidikan :

dan Kejuruan Dinas Pendidikan Provinsi Daerah
Khusus tbukota Jakarta.

Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi
Pendidikan yang selanjutnya disebut Pusdatikom- :

dik adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat Data dan

Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan Dinas
Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Ja-

karta.
Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan

51.

52.

53.

54,

55.

56.

57.

Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat yang

selanjutnya disebut P3PAUD dan Dikmas adalah |
Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan |
Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Dinas

Pendidikan.
Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Opera-

sional Pendidikan yang selanjutnya disebut P4OP
adalah Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan |

Operasional Pendidikan Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta. -

Uji Kompetensi Guru adalah sebuah kegiatan uji- ;

an yang dilaksanakan untuk mengukur kemam-
puan/kompetensi guru.

Uji Kompetensi Pengawas Sekolah adalah sebuah

kegiatan Ujian yang dilaksanakan untuk mengu-
kur kemampuan/kompetensi Pengawas Sekolah.
Uji Kompetensi Pamong Belajar adalah proses

pengujian dan penilaian yang dilakukan oleh pen-

guji kompetensi untuk mengukur tingkat kompe-

tensi jabatan fungsional Pamong Belajar sesuai
dengan standar kompetensi Pamong Belajar ber-

dasarkan peraturan perundang-undangan.

Penilaian Kinerja Guru yang selanjutnya disingkat '
PKG adalah hasil penilaian atas kinerja guru di

sekolah.
Kartu Jakarta Pintar yang selanjutnya disingkat

KJP adalah kartu yang disediakan Pemerintah
Daerah bekerja sama dengan Bank untuk di-
berikan kepada peserta didik dari keluarga tidak
mampu sebagai sarana pengambilan bantuan bi-

aya personal pendidikan.

Sistem Informasi e-Kinerja yang selanjutnya dise-

but e-Kinerja adalah sistem berbasis teknologi

yang dimanfaatkan untuk menghitung penilaian

préstasi kerja PNS Guru, Kepala Sekolah, Wakil

Kepala Sekolah, Pengawas, Penilik, Pamong Be-

lajar dan calon PNS.

BAB Il
TUJUAN
Pasal 2

Pemberian TKD bertujuan :

a.

Meningkatkan kualitas pelayanan kepada ma-

syarakat;
eningkatkan disiplin PNS dan calon PNS;
Meningkatkan kinerja PNS dan calon PNS;

eningkatkan keadilan dan kesejahteraan PNS dan

calon PNS;
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€.

£,

(1

(2)

(1)

(2)

(3)

Meningkatkan integritas PNS dan calon PNS; dan |

Meningkatkan tertib administrasi
keuangan daerah.

BAB Il
RUANG LINGKUP DAN BESARAN
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup
Pasal 3
TKD diberikan kepada PNS dan calon PNS.
Bagian Kedua
Besaran
Pasal 4

pengelolaan

i

Pemberian TKD bagi Kepala Sekolah, Wakil Ke- '

pala Sekolah, PNS Guru, Pengawas Sekolah, Pe-

nilik, Pamong Belajar dan Calon PNS sesuai den-
gan evaluasi jabatan dan kemampuan keuangan ‘:

daerah.

Besaran TKD bagi Kepala Sekolah, Wakil Kepala

Sekolah, PNS Guru, Pengawas Sekolah, Penilik,

Pamong Belajar dan Calon PNS sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran
I, Lampiran |l dan Lampiran |ll Peraturan Gubernur '

ini.

BAB IV
PEMBERIAN TKD
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

terdiri dari :.

a. Kehadiran; dan

b. Prestasi kerja.

Besaran TKD sebagaimana dimaksud pada ayat
{1) untuk PNS Guru, Kepala Sekolah, Wakil Ke-
pala Sekolah, terdiri dari :

EMERINTAH .

(4)

(5)

(6)

b. Prestasi kerja sebesar 40% (empat puluh
persen) dari besaran TKD sesuai dengan Lam-
piran Il Peraturan Gubernur ini.

Besaran TKD sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) untuk jabatan Penilik, terdiri dari :

a. Kehadiran sebesar 60% (enam puluh persen)
dari besaran TKD sesuai dengan Lampiran IIl :
Peraturan Gubernur ini; dan

b. Prestasi kerja sebesar 40% (empat puluh
persen) dari besaran TKD sesuai dengan Lam- :
piran |l Peraturan Gubernur ini.

Besaran TKD sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) untuk jabatan Pamong Belajar, terdiri dari:

a. Kehadiran sebesar 50% (lima puluh persen) :
dari besaran TKD sesuai dengan Lampiran Il
Peraturan Gubernur ini; dan

b. Prestasi kerja sebesar 50% (lima puluh pers-
en) dari besaran TKD sesuai dengan Lampiran
Il Peraturan Gubernur ini. |

Kepada Calon PNS hanya diberikan TKD kehadi-

ran sebesar 100% (seratus persen) dari besaran

TKD sesuai dengan Lampiran | Peraturan Guber-

nur ini. |

Bagian Kedua
Penilaian TKD berdasarkan Kehadiran
Pasal 6
Penilaian kehadiran PNS sebagaimana dimak-

. sud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a diberikan sesuai
- dengan kehadiran. i
TKD diberikan kepada PNS dan calon PNS yang

a. Kehadiran sebesar 70% (tujuh puluh persen) ::

dari besaran TKD sesuai dengan Lampiran |
Peraturan Gubernur ini; dan
b. Prestasi kerja sebesar 30% (tiga puluh pers-

en) dari besaran TKD sesuai dengan Lampiran |

| Peraturan Gubernur ini.
Besaran TKD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) untuk jabatan Pengawas Sekolah, terdiri dari:
a. Kehadiran sebesar 60% {enam puluh persen)

dari besaran TKD sesuai dengan Lampiran ll |

Peraturan Gubernur ini, dan

(1

Bagian Ketiga
Penilaian TKD Berdasarkan Prestasi kerja
Pasal 7

Penilaian prestasi kerja PNS Guru selain PNS Guru

DPK, PNS Guru Agama, PNS Guru TK, PNS Guru

SLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(1) huruf b terdiri dari unsur : :

a. Uji kompetensi guru;

b. Penilaian kinerja guru;

c. Prestasi sekolah yang terdiri dari nilai rata-rata :
absolut UN/USMBD, peningkatan nilai rata-ra-
ta UN/USMBD, juara lomba yang diraih seko- |
lah tempat PNS Guru mengajar; dan

d. Angka pelanggaran sekolah antara lain
tawuran, penyalahgunaan obat-obatan terla-
rang, pungutan liar, pelecehan seksual, bully-
ing, merokok dan pelanggaran lain berdasar-
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kan data dan informasi dan/atau pengaduan

masyarakat.

‘ (2} Unsur uji kompetensi guru sebagaimana dimak-

(3)

(4)

sud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan ke- E

tentuan :

a.

Nilai uji kompetensi guru dengan klasifikasi ni-

lai sebagai berikut :

1. 91 (sembilan puluh satu) sampai dengan
100 (seratus);

2. 71 (tujuh puluh satu) sampai dengan 90
{sembilan puluh): dan

3. 51 (lima puluh satu) sampai dengan 70 (tu-
juh puluh).

Nilai uji kompetensi guru adalah nilai tahun
terakhir yang diperoleh PNS Guru dan diinput

oleh P2KPTKK pada sistem e-kinerja.

Nilai uji kompetensi guru yang menjadi per-
hitungan sebagaimana dimaksud pada huruf
a adalah nilai yang diinput ke dalam sistem
e-kinerja oleh P2KPTKK setiap ada perubahan
nilai.

Unsur penilaian kinerja guru sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ke-
tentuan :

a.

Penilaian kinerja guru dilakukan oleh Kepala |
Sekolah atau guru yang ditugaskan untuk

melakukan penilaian dan melaporkan kepada
Kepala Suku Dinas Pendidikan.
Hasil penilaian kinerja guru sebagaimana di-

maksud pada huruf a diperoleh pada akhir ta- |

hun.

Penilaian kinerja guru yang menjadi perhi-
tungan sebagaimana dimaksud pada huruf
a adalah nilai yang diinput ke dalam sistem
e-kinerja oleh Pengawas Sekolah pada bulan
Desember setiap tahun.

Unsur penilaian prestasi sekolah sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) huruf ¢ dilakukan dengan
ketentuan :

a.

Nilai rata-rata absolut ujian nasional dan/ atau
ujian sekolah/madrasah berstandar daerah

setiap tahunnya dengan perhitungan sebagai

berikut :
1. Nilai rata-rata absolut UN/USMBD bagi

PNS Guru yang mengajar di Sekotah Dasar

sesuai dengan nilai rata-rata USMBD dalam
lingkup Kecamatan yang bersumber dari
Bidang SD dan PKLK. ‘

2. Nilai rata-rata absolut UN/USMBD bagi PNS
Guru yang mengajar di Sekolah Menengah
Pertama, sesuai dengan nilai rata-rata ujian
nasional tingkat Kota/Kabupaten Adminis-
trasi yang bersumber dari Bidang SMP dan
SMA. :

3. Nilai rata-rata absolut UN/USMBD bagi PNS
Guru yang mengajar di Sekotah Menengah
Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan ses-
uai dengan nilai rata-rata ujian nasional
tingkat provinsi yang bersumber dari Bi- |
dang SMP dan SMA dan Bidang SMK.

4. Hasil Nilai rata-rata absolut UN/USMBD
sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan
angka 2 diinput ke dalam sistem e-kinerja :
oleh Pusdatikomdik pada bulan, Juli setiap _'
tahun. !

. Peningkatan nilai rata-rata UN/USMBD den-

gan ketentuan :

1. Peningkatan nilai rata-rata USMBD di
Sekolah Dasar dalam lingkup Kecamatan
yang bersumber dari Bidang SD dan PKLK.

2. Peningkatan nilai rata-rata Ujian Nasional di
Sekolah Menengah Pertama tingkat Kota/
Kabupaten Administrasi yang bersumber
dari Bidang SMP dan SMA.

3. Peningkatan nilai rata-rata Ujian Nasional i
di Sekolah Menengah Atas dan Sekolah |
Menengah Kejuruan tingkat provinsi yang
bersumber dari Bidang SMP dan SMA dan
Bidang SMK.

4. Peningkatan nilai rata-rata UN/USMBD se-
bagaimana dimaksud pada angka 1 dan |
angka 2 diinput ke dalam sistem e-kinerja
oleh Pusdatikomdik pada bulan Juli setiap
tahun.

. Juara lomba yang diraih sekolah dengan ke-

tentuan :

1. Kejuaraan lomba yang diselenggarakan se-
cara berjenjang dalam lingkup Pemerintah
Daerah terdiri dari OSN, 02SN, FLS2N,
LKS, Guru berprestasi, Sekolah Sehat, |
Sekolah Adiwiyata dan kejuaraan lomba
lainnya yang ditetapkan oleh Dinas Pendi-
dikan dengan sumber data dari Suku Dinas
Pendidikan dan Dinas Pendidikan.

2. Kejuaraan lomba yang diakui untuk jen-
jang SD adalah paling rendah tingkat Keca-
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matan sesuai dengan daftar kejuaraan lom-

ba yang disetujui oleh Dinas Pendidikan.
3. Kejuaraan lomba yang diakui untuk SMP,

SMA dan SMK adalah paling rendah tingkat

Kota/Kabupaten Administrasi sesuai den-

gan daftar kejuaraan lomba yang disetujui

oleh Dinas Pendidikan.

4. Hasil kejuaraan lomba sebagaimana dimak-
sud pada angka 1 diinput ke dalam sistem
e-kinerja oleh Kepala Satuan Pelaksana

Pendidikan Kecamatan sesuai dengan ke-
wenangannya dan nilai yang diakui adalah

nilai kejuaraan lomba yang diinput ke dalam
sistem e-kinerja pada bulan terakhir.

5: Validasi terhadap hasil kejuaraan lomba di-
lakukan oleh Suku Dinas Pendidikan.

6. Nilai yang menjadi perhitungan adalah nilai
kejuaraan lomba yang diperoleh pada ta-
hun berjalan.

7. Hasil penilaian kejuaraan lomba diinput ke
dalam sistem e-kinerja pada bulan Maret,
bulan Juni, bulan September dan bulan De-
sember.

(5} Unsur angka pelanggaran sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan keten-

tuan:
. Angka pelanggaran merupakan jumlah lapo-

ran/informasi pelanggaran yang diterima oleh
Gubernur, Dinas Pendidikan, Suku Dinas Pen-
didikan, Satuan Pelaksana Pendidikan Ke-
camatan, melalui surat, media, buku kasus
sekolah, laporan orang tua dan masyarakat.

. Angka pelanggaran sebagaimana dimaksud

pada huruf a diinput ke dalam sistem e-kin- |

erja oleh Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan
Kecamatan setelah dilakukan kiarifikasi oleh
Suku Dinas Pendidikan dalam lingkup wilayah
Kota/Kabupaten Administrasi terhadap lapo-
ran/pengaduan yang masuk, paling lambat
tanggal 5 bulan berikutnya.

. Validasi terhadap angka pelanggaran setelah

dilakukan klarifikasi oleh Suku Dinas Pendidi-
kan.

. Hasil validasi angka pelanggaran diinput ke
dalam sistem ekinerja setiap tanggal 8 bulan
berikutnya.

Pasal 8

s5 Mews 89

(1) Penilaian prestasi kerja PNS Guru DPK seb- |

agaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf

b terdiri dari unsur :

a. Uji kompetensi guru; dan

b. Penila.ian kinerja guru.

Unsur uji kompetensi guru sebagaimana dimak- |

sud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan ke- |

tentuan :

a. Nilai uji kompetensi guru dengan klasifikasi ni-
lai sebagai berikut :

1. 91 (sembilan puluh satu) sampai dengan
100 (seratus);

2. 71 (tujuh puluh satu) sampai dengan 90
(sembilan puluh); dan

3. 51 (lima puluh satu) sampai dengan 70 (tu-
juh puluh}.

b. Nilai uji kompetensi guru adalah nilai tahun
terakhir yang diperoleh PNS Guru dan diinput ':
oleh P2KPTKK pada sistem e-kinerja. |

c. Nilai uji kompetensi guru yang menjadi per-
hitungan sebagaimana dimaksud pada huruf
a adalah nilai yang diinput ke dalam sistem
e-kinerja oleh P2KPTKK setiap ada perubahan
nilai.

Unsur penilaian kinerja guru sebagaimana dimak- '

sud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ke-

tentuan : i

a. Penilaian kinerja guru dilakukan oleh Kepala
Sekolah atau guru yang ditugaskan untuk °
melakukan penilaian dan melaporkan kepada
Kepala Suku Dinas Pendidikan.

b. Hasil penilaian kinerja guru sebagaimana di-
maksud pada huruf a diperoleh pada akhir ta- |
hun. i

¢. Penilaian kinerja guru yang menjadi perhi-
tungan sebagaimana dimaksud pada huruf
a adalah nilai yang diinput ke dalam sistem
e-kinerja oleh Pengawas Sekolah pada bulan
Desember setiap tahun.

Pasal 9
Penilaian prestasi kerja PNS Guru TK dan PNS
Guru SLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1) huruf b terdiri dari unsur :
a. Uji kompetensi guru;
b. Penilaian kinerja guru; dan
c. Prestasi sekolah.

{2) Unsur uji kompetensi guru sebagaimana dimak-
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sud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan ke-

tentuan :

a. Nilai uji kompetensi guru dengan kla.sifikasi
nilai sebagai berikut :

- 1. 91 (sembilan puluh satu) sampai dengan
100 (seratus)
2. 71 (tujuh puluh satu) sampai dengan 90
(sembilan puluh)
3. 51 {lima puluh satu) sampai dengan 70 (tu-
juh puluh)

b. Nilai uji kompetensi guru adalah nilai tahun
terakhir yang diperoleh PNS Guru TK dan PNS !
Guru SLB dan diinput oleh P2KPTKK pada |
sistem e-kinerja.

c. Nilai uji kompetensi gufu yang menjadi per-
hitungan sebagaimana dimaksud pada huruf
a adalah nilai yang diinput ke dalam sistem |
e-kinerja oleh P2KPTKK setiap ada perubahan
nilai.

Unsur penilaian kinerja guru sebagaimana dimak-

sud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ke-

tentuan :

a. Penilaian kinerja guru dilakukan oleh Kepala i
Sekolah atau guru yang ditugaskan untuk
melakukan penilaian dan melaporkan kepada
Kepala Suku Dinas Pendidikan.

b. Hasil penilaian kinerja guru sebagaimana di-
maksud pada huruf a diperoleh pada akhir ta-
hun.

c. Penilaian kinerja guru yang menjadi perhi-
tungan sebagaimana dimaksud pada huruf
a adalah nilai yang diinput ke dalam sistem
e-kinerja oleh Pengawas Sekolah pada bulan
Desember setiap tahun.

Unsur prestasi sekolah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1)} huruf c dilakukan dengan keten-

tuan:

a. Kejuaraan lomba yang diselenggarakan secara
berjenjang dalam lingkup Pemerintah Daerah
terdiri dari Guru berprestasi, Sekolah Sehat,
Sekolah Adiwiyata dan kejuaraan lomba lain-
nya yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan
dengan sumber data dari Suku Dinas Pendidi-
kan dan Dinas Pendidikan.

b. Kejuaraan lomba yang diakui untuk jenjang
TK adalah paling rendah tingkat Kecamatan
sesuai dengan daftar kejuaraan lomba yang
disetujui oleh Dinas Pendidikan.

(1)

(2)

¢. Kejuaraan lomba yang diakui untuk jenjang
SLB adalah paling rendah tingkat Kota/Kabu-
paten Administrasi sesuai dengan daftar ke-

juaraan lomba yang disetujui oleh Dinas Pen- !

didikan.
d. Hasil Kejuaraan lomba sebagaimana dimaksud
pada huruf a diinput ke dalam sistem oleh Ke-

pala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan |
sesuai dengan kewenangannya dan nilai yang |

diakui adalah nilai kejuaraan lomba yang diin-
put ke dalam sistem e-kinerja pada bulan tera-
khir.

e. Validasi terhadap hasil kejuaraan lomba di-

lakukan oleh Suku Dinas Pendidikan.

f. Nilai yang menjadi perhitungan adalah nilai
kejuaraan lomba yang diperoleh pada tahun
berjalan.

g- Hasil penilaian kejuaraan lomba diinput ke
dalam sistem e-kinerja pada bulan Maret, bu- 5
lan Juni, bulan September dan bulan Desem-

ber.

Pasal 10

Penilaian prestasi kerja PNS Guru Agama seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf |

b terdiri dari unsur :
a. Penilaian kinerja guru;
b. Prestasi sekolah yang terdiri dari nilai rata-rata

absolut UN/USMBD, peningkatan nilai rata- |
rata UN/USMBD, kejuaran lomba yang diraih

sekolah tempat PNS Guru Agama mengajar;
dan

¢. Angka pelanggaran sekolah antara lain

tawuran, penyalahgunaan obat-obatan terla- |
rang, pungutan liar, pelecehan seksual, bully- |
ing, merokok dan pelanggaran lain berdasar- |

kan data dan informasi dan/atau pengaduan
masyarakat. ‘

Unsur penilaian kinerja guru sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan ke-

tentuan :

a. Penilaian kinerja guru dilakukan oleh Kepala
Sekolah atau guru yang ditugaskan untuk
melakukan penilaian dan melaporkan kepada
Kepala Suku Dinas Pendidikan.

b. Hasil penilaian kinerja guru sebagaimana di-
maksud pada huruf a diperoleh pada akhir ta- |

hun.
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c. Penilaian kinerja guru yang menjadi perhi-

tungan sebagaimana dimaksud pada huruf

a adalah nilai yang diinput ke dalam sistem
e-kinerja oleh Pengawas Sekolah pada bulan

Desember setiap tahun.

(3) Unsur penilaian prestasi sekolah sebagaimana di- '
maksud pada ayat (1) huruf ¢ dilakukan dengan
ketentuan : !
a. Nilai rata-rata absolut ujian nasional dan/ atau 5

ujian sekolah/madrasah berstandar daerah

setiap tahunnya dengan perhitungan sebagai
berikut :

1. Nilai rata-rata absolut UN/USMBD bagi |
PNS Guru yang mengajar di Sekolah Dasar |

sesuai dengan nilai rata-rata USMBD dalam
lingkup Kecamatan yang bersumber dari
Bidang SD dan PKLK.

2. Nilai rata-rata absolut UN/USMBD bagi PNS
-Guru yang mengajar di Sekolah Menengah
Pertama, sesuai dengan nilai rata-rata ujian
nasional tingkat Kota/Kabupaten Adminis-

trasi yang bersumber dari Bidang SMP dan
SMA.

3. Nilai rata-rata absolut UN/USMBD bagi PNS
Guru yang mengajar di Sekolah Menengah
Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan ses-
uai dengan nilai rata-rata ujian nasional :

tingkat provinsi yang bersumber dari Bi-
dang SMP dan SMA dan Bidang SMK.

4. Hasil Nilai rata-rata absolut UN/USMBD

sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan

angka 2 diinput ke dalam sistem e-kinerja |

oleh Pusdatikomdik pada bulan Juli setiap
tahun.

. Peningkatan nilai rata-rata UN/USMBD den-

gan ketentuan :

1. Peningkatan nilai rata-rata USMBD di
Sekolah Dasar dalam lingkup Kecamatan
yang bersumber dari Bidang SD dan PKLK.

2. Peningkatan nilai rata-rata Ujian Nasional di

Sekolah Menengah Pertama tingkat Kota/ §

Kabupaten Administrasi yang bersumber
dari Bidang SMP dan SMA.

3. Peningkatan nilai rata-rata Ujian Nasional
di Sekolah Menengah Atas dan Sekolah
Menengah Kejuruan tingkat provinsi yang

bersumber dari Bidang SMP dan SMA dan

Bidang SMK.

4. Peningkatan nilai rata-rata UN/USMBD se-
bagaimana dimaksud pada angka 1 dan
angka 2 diinput ke dalam sistem e-kinerja
oleh Pusdatikomdik pada bulan Juli setiap
tahun.

Kejuaraan lomba yang diraih sekolah dengan

ketentuan :

1. Kejuaraan lomba yang diselenggarakan se-
cara berjenjang dalam lingkup: Pemerintah |
Daerah terdiri dari OSN, 02SN, FLS2N, '
LKS, Guru berprestasi, Sekolah Sehat,
Sekolah Adiwiyata dan kejuaraan lomba
lainnya yang ditetapkan oleh Dinas Pendi- '
dikan dengan sumber data dari Suku Dinas
Pendidikan dan Dinas Pendidikan

2. Kejuaraan lomba yang diakui untuk jen-
jang SD adalah paling rendah tingkat Ke-
camatan sesuai dengan daftar kejuaraan
lomba yang disetujui oleh Dinas Pendidikan

3. Kejuaraan lomba yang diakui untuk SMP,
SMA dan SMK adalah paling rendah tingkat
Kota/Kabupaten Administrasi sesuai den-
gan daftar kejuaraan lomba yang disetujui
oleh Dinas Pendidikan

4. Hasil kejuaraan lomba sebagaimana dimak-
sud pada angka 1 diinput ke dalam sistem
e-kinerja oleh Kepala Satuan Pelaksana
Pendidikan Kecamatan sesuai dengan ke-
wenangannya dan nilai yang diakui adalah |
nilai kejuaraan lomba yang diinput ke dalam
sistem e-kinerja pada bulan Desember.

5. Validasi terhadap hasil kejuaraan lomba di-
lakukan oleh Suku Dinas Pendidikan.

6. Nilai yang menjadi perhitungan adalah nilai
kejuaraan lomba yang diperoleh pada ta-
hun berjalan.

7. Hasil penilaian kejuaraan lomba diinput ke

dalam sistem e-kinerja pada bulan Maret,
bulan Juni, bulan September dan bulan De-
sember.

(4) Unsur angka pelanggaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan keten-
tuan:

a. Angka pelanggaran merupakan jumlah lapo-

ran/informasi pelanggaran yang diterima oleh
Gubernur, Dinas Pendidikan, Suku Dinas Pen-
didikan, Satuan Pelaksana Pendidikan Keca-
matan melalui surat, media, buku kasus seko- |
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lah, laporan orang tua dan masyarakat.

b. Angka pelanggaran sebagaimana dimaksud !
pada huruf a diinput ke dalam sistem e-kin- |
erja oleh Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan |
Kecamatan setelah dilakukan klarifikasi oleh |
Suku Dinas Pendidikan dalam lingkup wilayah |
Kota/Kabupaten Administrasi terhadap lapo- |

ran/pengaduan yang masuk, paling lambat
tanggal 5 bulan berikutnya.

¢. Validasi terhadap angka pelanggaran setelah

dilakukan klarifikasi oleh Suku Dinas Pendidi-
kan.

d. Hasil validasi angka pelanggaran diinput ke
dalam sistem e-kinerja setiap tanggal 8 bulan
berikutnya.

Pasal 11
Penilaian prestasi

kerja Kepala Sekolah seb- |

agaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf

b terdiri dari unsur :
a. Ketepatan pendistribusian KJP;

b. Penilaian kinerja Kepala Sekolah;

c. Uji kompetensi guru;

d. Nilai kolektif uji kompetensi guru;

e. Prestasi sekolah yang terdiri dari nilai rata-rata
absolut UN/USMBD, peningkatan nilai rata-
rata UN/JUSMBD, kejuaran lomba yang diraih
sekolah tempat Kepala Sekolah bertugas; dan

f. Angka pelanggaran sekolah antara lain

tawuran, penyalahgunaan obat-obatan terla- |
rang, pungutan liar, pelecehan seksual, bully- |

ing, merokok dan pelanggaran lain berdasar-

kan data dan informasi dan/atau pengaduan

masyarakat.

Unsur ketepatan pendistribusian KJP sebagaima- |

na dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan den-
gan ketentuan :

a. Ketepatan pendistribusian KJP merupakan |

ketepatan pendistribusian KJP berdasarkan
sampel siswa penerima KJP dengan cara :

1. Kunjungan Pengawas Sekolah sesuai den- |

gan kewenangannya dengan mengambil
sampel secara acak sesuai dengan data
dari P40OP; dan

2. Jumlah ketepatan sasaran berdasarkan ha-
sil temuan dari kunjungan sebagaimana di-
maksud pada angka 1.

b. Hasil penilaian ketepatan pendistribusian pe-

(3)

(4)

(5)

nerima KJP sebagaimana dimaksud pada
huruf a diinput ke dalam sistem e-kinerja oleh
Pengawas Sekolah sesuai dengan kewenan-
gannya setiap 3 (tiga) bulan.

Unsur penilaian kinerja Kepala Sekolah seb-

agaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan

cara :

a. Penilaian kinerja Kepala Sekolah merupakan
hasil penilaian kinerja Kepala Sekolah oleh
Pengawas Sekolah.

b. Hasil penilaian kinerja Kepala Sekolah seb-
agaimana dimaksud pada huruf a diperoleh

pada akhir tahun.

c. Penilaian kinerja Kepala Sekolah yang menjadi
perhitungan sebagaimana dimaksud pada hur-

uf a adalah nilai yang diinput ke dalam sistem
e-kinerja oleh Pengawas Sekolah pada bulan
Desember setiap tahun.

Unsur uji kompetensi guru sebagaimana dimak-

sud pada ayat (1) huruf ¢ dilakukan dengan ke- :

tentuan :
a. Nilai uji kompetensi guru dengan klasifikasi ni-
lai sebagai berikut :
1) 91 (sembilan puluh satu) sampai dengan
100 (seratus);

2) 71 (tujuh puluh satu) sampai dengan 90

(sembilan puluh); dan

3) 51 (lima puluh satu) sampai dengan 70 (tu-

juh puluh}.

b. Nilai uji kompetensi guru adalah nilai tahun
terakhir yang diperoleh PNS Guru dan diinput |

oleh P2KPTKK pada sistem e-kinerja.

c. Nilai uji kompetensi guru yang menjadi per- |
hitungan sebagaimana dimaksud pada huruf |

a adalah nilai yang diinput ke dalam sistem |
e-kinerja oleh P2KPTKK setiap ada perubahan

nilai.
Unsur nilai kolektif uji kompetensi guru seb-
agaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaku-
kan dengan ketentuan :
a. Nilai kolektif uji kompetensi guru merupakan
rata-rata nilai uji kompetensi guru sesuai den-
gan tempat tugas Kepala Sekolah.

b. Nilai kolektif uji kompetensi guru sebagaima-

na dimaksud pada huruf a diinput ke dalam
sistem e-kinerja oleh Pusdatikomdik sesuai
data yang bersumber dari P2KPTKK.

c. Validasi nilai kolektif uji kompetensi guru di-
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lakukan oleh Suku Dinas Pendidikan sesuai
dengan kewenangannya. |
d. Nilai kolektif uji kompetensi guru yang diakui :
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angka 2 diinput ke dalam sistem e-kinerja
oleh Pusdatikomdik pada bulan Juli setiap
tahun.

adalah hasil nilai kolektif uji kompetensi guru c. Kejuaraan lomba yang diraih sekolah dengan

yang diinput pada bulan terakhir. ketentuan :
{6) Unsur penilaian prestasi sekolah sebagaimana di- | 1. Kejuaraan lomba yang diselenggarakan se-
maksud pada ayat (1) huruf e dilakukan dengan cara berjenjang dalam lingkup Pemerintah
ketentuan : Daerah terdiri dari OSN, 02SN, FLS2N,

a. Nilai rata-rata absolut UN/USMBD setiap ta-

hunnya dengan perhitungan sebagai berikut : |

1. Nilai rata-rata absolut UN/USMBD bagi
Kepala Sekolah yang bertugas di Sekolah
Dasar sesuai dengan nilai ratarata USMBD
dalam lingkup Kecamatan yang bersumber
dari Bidang SD dan PKLK. f 2

2. Nilai rata-rata absolut UN/USMBD bagi
Kepala Sekolah yang bertugas di Sekolah
Menengah Pertama sesuai dengan nilai |
rata-rata ujian nasional tingkat Kota/Ka- | 3.
bupaten Administrasi yang bersumber dari
Bidang SMP dan SMA.

3. Nilai rata-rata absolut UN/USMBD bagi
Kepala Sekolah yang bertugas di Sekolah
Menengah Atas dan Sekolah Menengah 4,
Kejuruan sesuai dengan nilai rata-rata ujian |
nasional tingkat provinsi yang bersumber
dari Bidang SMP dan SMA dan Bidang |
SMK. i

4. Hasil nilai rata-rata absolut UN/USMBD
sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan
angka 2 diinput ke dalam sistem e-kinerja 5.
oleh Pusdatikomdik pada bulan Juli setiap
tahun. 6.

b. Peningkatan nilai rata-rata UN/USMBD den-

gan ketentuan :

1. Peningkatan nilai rata-rata USMBD di 7.
Sekolah Dasar dalam' lingkup Kecamatan :
yang bersumber dari Bidang SD dan PKLK.

2. Peningkatan nilai rata-rata Ujian Nasional di
Sekolah Menengah Pertama tingkat Kota/ | (7) Unsur

LKS, Guru berprestasi, Sekolah Sehat,
Sekolah Adiwiyata dan kejuaraan lomba
lainnya yang ditetapkan oleh Dinas Pen-
didikan dengan sumber data dari Sekolah,
Suku Dinas Pendidikan dan Dinas Pendidi-
kan.

Kejuaraan lomba yang diakui untuk jen-
jang SD adalah paling rendah tingkat Keca-
matan sesuai dengan daftar kejuaraan lom-
ba yang disetujui oleh Dinas Pendidikan.
Kejuaraan lomba yang diakui untuk jenjang |
SMP, SMA dan SMK adalah paling rendah
tingkat Kota/Kabupaten Administrasi ses-
uai dengan daftar kejuaraan lomba yang
disetujui oleh Dinas Pendidikan.

Hasil kejuaraan lomba sebagaimana dimak-
sud pada angka 1 diinput ke dalam sistem
e-kinerja oleh Kepala Satuan Pelaksana
Pendidikan Kecamatan sesuai dengan ke-
wenangannya dan nilai yang diakui adalah
nilai kejuaraan lomba yang diinput ke dalam
sistem e-kinerja pada bulan terakhir.
Validasi terhadap hasil kejuaraan lomba di-
lakukan oleh Suku Dinas Pendidikan.

Nilai yang menjadi perhitungan adalah nilai
kejuaraan lomba yang diperoleh pada ta-
hun berjalan.

Hasit penilaian kejuaraan lomba diinput ke
dalam sistem e-kinerja pada bulan Maret,
bulan Juni, bulan September dan bulan De- |
sember.

angka pelanggaran sebagaimana dimaksud

Kabupaten Adrninis.trasi yang bersumber | pada ayat (1) huruf f dilakukan dengan ketentu-
dari Bidang SMP dan SMA. an:

3. Peningkatan nilai rata-rata Ujian Nasional E a. Angka pelanggaran merupakan jumlah lapo-
di Sekolah Menengah Atas dan Sekolah | ran/informasi pelanggaran yang diterima oleh
Menengah Kejuruan tingkat provinsi dari f Gubemur, Dinas Pendidikan, Suku Dinas Pen-
Bidang SMP dan SMA dan Bidang SMK. { didikan, Satuan Pelaksana Pendidikan Ke-

4. Peningkatan nilai rata-rata UN/USMBD se- § camatan, melalui surat, media, buku kasus
bagaimana dimaksud pada angka 1 dan ! sekolah, laporan orang tua dan masyarakat.
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(1)

(2)

b. Angka pelanggaran sebagaimana dimaksud
pada huruf a diinput ke dalam sistem e-kin-
erja oleh Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan
Kecamatan setelah dilakukan klarifikasi oleh
Suku Dinas Pendidikan dalam lingkup wilayah
Kota/Kabupaten Administrasi terhadap lapo-

ran/pengaduan yang masuk, paling lambat ;

tanggal 5 bulan berikutnya.

¢. Validasi terhadap angka pelanggaran setelah
dilakukan klarifikasi oleh Suku Dinas Pendidi-

kan.

d. Hasil validasi angka pelanggaran diinput. ke
dalam sistem e-kinerja setiap tanggal 8 bulan

berikutnya.

Pasal 12

Penilaian prestasi kerja Wakil Kepala Sekolah seb- _'
agaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf

b terdiri dari unsur :

a. Ketepatan pendistribusian KJP;

Penilaian kinerja Wakil Kepala Sekolah;

Uji kompetensi guru;

Nilai kolektif wji kompetensi guru;

Prestasi sekolah yang terdiri dari nilai rata-rata
absolut UN/USMBD, peningkatan nilai rata-
rata LIN/USMBD, kejuaran lomba yang diraih

®ao o

sekolah tempat PNS Wakil Kepala Sekolah :

bertugas; dan

f. Angka ‘pelanggaran sekolah antara

masyarakat.

Unsur ketepatan pendistribusian KJP sebagaima-

na dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan den-
gan ketentuan :
a. Ketepatan pendist_ribusian KJP  merupakan

ketepatan pendistribusian KJP berdasarkan

sampel siswa penerima KJP dengan cara :

1. Kunjungan Pengawas Sekolah sesuai den-
gan - kewenangannya dengan mengambil
sampel secara acak sesuai dengan data

dari P4OP; dan

2. Jumlah ketepatan sasaran berdasarkan ha-
sil temuan dari kunjungan sebagai dimak-

sud pada angka 1.

b. Ha:sil penilaian ketepatan pendistribusian

lain |
tawuran, penyalahgunaan obat-obatan terla-
rang, pungutan liar, pelecehan seksual, bully-
ing, merokok dan pelanggaran lain berdasar-
kan data dan informasi dan/atau pengaduan

(3)

(4)

(5)

penerima KJP sebagaimana dimaksud pada
huruf a diinput ke dalam sistem e-kinerja oleh
Pengawas Sekolah sesuai dengan kewenan-
gannya setiap 3 (tiga) bulan.

Unsur penitaian kinerja Wakil Kepala Sekolah seb-

agaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan

cara: '

a. Penilaian kinerja Wakil Kepala Sekolah meru-
pakan hasil penilaian kinerja Wakil Kepala |
Sekolah oleh Pengawas Sekolah.

b. Hasil penilaian kinerja Wakil Kepala Sekolah ;
sebagaimana dimaksud pada huruf a diperoleh |
pada akhir tahun.

¢. Penilaian kinerja Wakil Kepala Sekolah yang
menjadi perhitungan sebagaimana dimak- |
sud pada huruf a adalah nilai yang diinput ke |
dalam sistem e-kinerja oleh Pengawas Seko- :
lah pada bulan Desember setiap tahun.

Unsur uji kompetensi guru sebagaimana dimak- |

sud pada ayat (1) huruf ¢ 'dilakukan dengan ke-

tentuan : '

a. Nilai uji kompetensi guru dengan klasifikasi ni- |
lai sebagai berikut :

1. 91 (sembilan puluh satu) sampai dengan
100 (seratus);

2. 71 (tujuh puluh satu) sampai dengan 90 .
(sembilan puluh); dan

3. 51 (lima puluh satu) sampai dengan 70 (tu- '
juh puluh). 1

b. Nilai uji kompetensi guru adalah nilai tahun |
terakhir yang diperole_h PNS Guru dan diinput
oleh P2KPTKK pada sistem e-kinerja.

c. Nilai uji kompetensi guru yang menjadi per-
hitungan sebagaimana dimaksud pada huruf
a adalah nilai yang diinput ke dalam sistem
e-kinerja oleh P2KPTKK setiap ada perubahan
nilai

Unsur nilai kolektif uji kompetensi guru seb- |

agaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaku- .

kan dengan ketentuan : '

a. Nilai kolektif uji kompetensi guru merupakan
rata-rata nilai uji kompetensi guru sesuai den-
gan tempat tugas Wakil Kepala Sekolah.

b. Nilai kolektif uji- kompetensi guru sebagaima-
na dimaksud pada huruf a diinput ke dalam
sistem e-kinerja oleh Pusdatikomdik sesuai |
data yang bersumber dari P2K+TKK.

c. Validasi nilai kolektif uji kompetensi guru di-

Business News 8972/20.3-2017

33



34 |

takukan oleh Suku Dinas Pendidikan sesuai Bidang SMK.
dengan kewenangannya. 4. Peningkatan nilai rata-rata UN/USMBD se- |
bagaimana dimaksud pada angka 1 dan |
angka 2 diinput ke dalam sistem e-kinerja |
oleh Pusdatikomdik pada bulan Juli setiap

d. Nilai kolektif uji kompetensi guru yang diakui
adalah hasil nilai kolektif uji kompetensi guru
yang diinput pada bulan terakhir.

(6) Unsur penilaian prestasi sekolah sebagaimana di- tahun. :
maksud pada ayat (1) huruf e dilakukan dengan | c. Kejuaraan lomba yang diraih sekolah dengan
ketentuan : ketentuan : :

a. Nilai rata-rata absolut ujian nasional dan/atau 1. Kejuaraan lomba yang diselenggarakan se-

ujian sekolah/madrasah berstandar daerah
setiap tahunnya dengan perhitungan sebagai
berikut :

1.

b. Peningkatan nilai rata-rata UN/USMBD den-

Nilai rata-rata absolut UN/USMBD bagi
Wakil Kepala Sekolah yang bertugas di
Sekolah Dasar sesuai dengan nilai rata-rata

USMBD dalam lingkup Kecamatan yang

bersumber dari Bidang SD dan PKLK.

Nilai rata-rata absolut UN/USMBD bagi
Wakil Kepala Sekolah yang bertugas di

Sekolah Menengah Pertama sesuai dengan

nilai rata-rata ujian nasional tingkat Kota/
Kabupaten Administrasi yang bersumber :

dari Bidang SMP dan SMA.

. Nilai rata-rata absolut UN/USMBD bagi
\Wakil Kepala Sekolah yang bertugas di
Sekolah Menengah Atas dan Sekolah
Menengah Kejuruan sesuai dengan nilai ra-
ta-rata ujian nasional tingkat provinsi yang
bersumber dari Bidang SMP dan SMA dan

Bidang SMK.

. Hasil nilai rata-rata absolut UN/USMBD
sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan
angka 2 diinput ke dalam sistem e-kinerja
oleh Pusdatikomdik pada bulan Juli setiap !

tahun.

gan ketentuan :

1.

Peningkatan nilai rata-rata USMBD di
Sekolah Dasar dalam lingkup Kecamatan
yang bersumber dari Bidang SD dan PKLK.

. Peningkatan nilai rata-rata Ujian Nasional di
Sekolah Menengah Pertama, tingkat Kota/ |

cara berjenjang dalam lingkup Pemerintah
Daerah terdiri dari OSN, 02SN, FLS2N,
LKS, Guru berprestasi, Sekolah Sehat,
Sekolah Adiwiyata dan kejuaraan lomba
lainnya yang ditetapkan oleh Dinas Pendi-
dikan dengan sumber data dari Suku Dinas |
Pendidikan dan Dinas Pendidikan. :

. Kejuaraan lomba yang diakui untuk jen-

jang SD adalah paling rendah tingkat Keca- |
matan sesuai dengan daftar kejuaraan lom-
ba yang disetujui oleh Dinas pendidikan.

. Kejuaraan lomba yang diakui untuk SMP,

SMA dan SMK adalah paling rendah tingkat |
Kota/Kabupaten Administrasi sesuai den-
gan daftar kejuaraan lomba yang disetujui
oleh Dinas Pendidikan.

. Hasil Kejuaraan lomba sebagaimana dimak- :;

sud pada angka 1 diinput ke dalam sistem 5_
e-kinerja oleh Kepala Seksi Pendidikan
Dasar dan Kepala Satuan Pelaksana Pendi-
dikan Kecamatan sesuai dengan kewenan-
gannya dan nilai yang diakui adalah nilai |
kejuaraan lomba yang diinput.ke dalam ;
sistem e-kinerja pada bulan terakhir. |

_ Validasi terhadap hasil kejuaraan lomba di-

lakukan oleh Suku Dinas Pendidikan:

. Nilai yang menjadi perhitungan adalah nilai

kejuaraan lomba yang diperoleh pada ta- |
hun berjalan.

. Hasil penilaian kejuaraan lomba diinput ke

dalam sistem e-kinerja pada bulan Maret,
bulan Juni, bulan September dan bulan De- |
sember. '

Kabupaten Administrasi yang bersumber | (7) Unsur angka pelanggaran sebagaimana dimaksud
dari Bidang SMP dan SMA. ' pada ayat (1) huruf f dilakukan dengan ketentu-
3. Peningkatan nilai rata-rata Ujian Nasional an:
di Sekolah Menengah Atas dan Sekolah
Me =ngah Kejuruan tingkat provinsi yang
ber imber dari Bidang SMP dan SMA dan

a. Angka pelanggaran merupakan jumlah lapo-
ran/informasi pelanggaran yang diterima oleh |
Gubernur, Dinas Pendidikan, Suku Dinas Pen-
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(1)

- (2)

)

didikan, Satuan Pelaksana Pendidikan Ke-

camatan, melalui surat, media, buku kasus

sekolah, laporan orang tua dan masyarakat.

b. Angka pelanggaran sebagaimana dimaksud
pada huruf a diinput ke dalam sistem e-kin-
erja oleh Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan _f
Kecamatan setelah dilakukan kiarifikasi oleh |
Suku Dinas Pendidikan dalam lingkup wilayah |
Kota/Kabupaten Administrasi terhadap lapo-
ran/pengaduan yang masuk, paling lambat

tanggal 5 bulan berikutnya.

c. Validasi terhadap angka pelanggaran setelah
dilakukan klarifikasi oleh Suku Dinas Pendidi- |

kan.

d. Hasil validasi "angka pelanggaran diinput ke !

dalam sistem e-kinerja setiap tanggal 8.

Pasal 13

Penilaian prestasi kerja Kepala Sekolah TK dan
Kepala Sekolah SLB sebagaimana dimaksud ;

dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri dari unsur :
a. Uji kompetensi guru;

b. Penilaian kinerja Kepala Sekolah:

c¢. Nilai kolektif uji kompetensi guru; dan

d. Prestasi sekolah.

Unsur uji kompetensi guru sebagaimana dimak- !
sud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan ke-

tentuan :

a. Nilai uji kompetensi guru dengan klasifikasi ni-

lai sebagai berikut :

1. 91 (sembilan puluh satu) sampai dengan

100 (seratus);

2. 71 (tujuh puluh satu) sampai dengan 90

(sembilan puluh): dan

3. 51 (lima puluh satu) sampai dengan 70 (tu- |

juh puluh).

b. Nilai uji kompetensi guru adalah nilai tahun ;
terakhir yang diperoleh PNS Guru dan diinput

oleh P2KPTKK pada sistem e-kinerja.

¢. Nilai uji kompetensi guru yang menjadi per-
hitungan sebagaimana dimaksud pada huruf
a adalah nilai yang diinput ke dalam sistem |
e-kinerja oleh P2KPTKK setiap ada perubahan !

nilai.

Unsur penilaian kinerja Kepala Sekolah TK dan
Kepala Sekolah SLB sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b dengan cara :

a. Penilaian kinerja Kepala Sekc ah merupakan

(4)

(5)

hasil penilaian kinerja Kepala Sekolah oleh
Pengawas Sekolah.

b. Hasil penilaian kinerja Kepala Sekolah seb-
agaimana dimaksud pada huruf a diperoleh
pada akhir tahun.

¢. Penilaian kinerja Kepala Sekolah yang menjadi
perhitungan sebagaimana dimaksud pada hur-
uf a adalah nilai yang diinput ke dalam sistem

e-kinerja oleh Pengawas Sekolah pada bulan |

Desember setiap tahun.

Unsur nilai kolektif uji kompetensi guru seb-

agaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dilaku-

kan dengan ketentuan :

a. Nilai kolektif uji kompetensi guru merupakan
rata-rata nilai uji kompetensi guru sesuai den-
gan tempat tugas Kepala Sekolah.

b. Nilai kolektif uji kompetensi guru sebagaima-
na dimaksud pada huruf a diinput ke dalam
sistem e-kinerja oleh Pusdatikomdik sesuai
data yang bersumber dari P2KPTKK.

c. Validasi nilai kolektif uji kompetensi guru di- |

lakukan oleh Suku Dinas Pendidikan sesuai
dengan kewenangannya.

d. Nilai kolektif uji kompetensi guru vang diakui

adalah hasil nilai kolektif uji kompetensi guru
yang diinput pada bulan terakhir.

Unsur penilaian prestasi sekolah sebagaimana di- |

maksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan |

ketentuan :

a. Kejuaraan lomba yang diselenggarakan secara |

berjenjang dalam lingkup Pemerintah Daerah
terdiri dari Kepala Sekolah berprestasi, Seko-

lah Sehat, Sekolah Adiwiyata dan kejuaraan |

lomba lainnya yang ditetapkan oleh Dinas |

Pendidikan dengan sumber data dari Suku Di-
nas Pendidikan dan Dinas Pendidikan.

b. Kejuaraan lomba yang diakui untuk jenjang
TK adalah paling rendah tingkat Kecamatan
sesuai dengan daftar kejuaraan lomba yang
disetujui oleh Dinas Pendidikan.,

¢. Kejuaraan lomba yang diakui untuk jenjang
SLB adalah paling rendah tingkat Kota/Kabu-
paten Administrasi sesuai dengan daftar ke-
juaraan lomba yang disetujui oleh Dinas Pen-
didikan.

d. Hasil kejuaraan lomba sebagaimana dimaksud
pada huruf a diinput ke dalam sistem e-kinerja
oleh Kepala Satu_ah Pelaksana Pendidikan Ke-
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camatan sesuai dengan kewenangarmya dan :
nilai yang diakui adalah nilai kejuaraan lomba
yang diinput ke dalam sistem e-kinerja pada

bulan terakhir.
Validasi terhadap hasil kejuaraan lomba di-
lakukan oleh Suku Dinas Pendidikan.

Nilai yang menjadi perhitungan adalah nilai
kejuaraan lomba yang diperoleh pada tahun |

berjalan.

Hasil penilaian kejuaraan diinput ke dalam

sistem e-kinerja pada bulan Maret, bulan Juni,
bulan September dan bulan Desember.

Pasal 14

(1) Penilaian prestaéi kerja Pengawas Sekolah seb-

(2)

(3)

agaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf

b terdiri dari unsur : .

a.

Unsur nilai kolektif uji kompetensi guru seb-
agaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilaku-

Nilai kolektif uji kompetensi guru sekolah bi-
naan Pengawas Sekolah;

Prestasi sekolah yang terdiri dari nilai rata-rata
absolut UN/USMBD, peningkatan nilai rata-ra- |
ta UN/USMBD, kejuaraan lomba yang diraih |

sekolah binaan Pengawas Sekolah.

Angka pelanggaran sekolah binaan Pengawas
Sekolah antara lain tawuran, penyalahgunaan
obat-obatan terlarang, pungutan liar, pelece-
han seksual, bullying, merokok dan pelangga-
ran lain berdasarkan data dan informasi dan/

atau pengaduan masyarakat.

kan dengan ketentuan :

a.

Nilai kolektif uji kompetensi guru merupakan
rata-rata nilai uji kompetensi guru sesuai den-

gan tempat tugas Pengawas Sekolah.

Nilai kolektif uji kompetensi guru sebagaima-
na dimaksud pada huruf a diinput ke dalam
sistem e-kinerja oleh Pusdatikomdik sesuai

data yang bersumber dari P2KPTKK.

Validasi nilai kolektif uji kompetensi guru di-
lakukan oleh Suku Dinas Pendidikan sesuai

dengan kewenangannya.

Nilai kolektif uji kompetensi guru yang diakui

adalah hasil nilai kolektif uji kompetensi guru
yang diinput pada bulan terakhir.

Unsur penilaian prestasi sekolah sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan
ketentuan :

a. Nilai rata-rata absolut ujian nasional dan/atau

ujian sekolah/madrasah berstandar daerah |
setiap tahunnya dengan perhitungan sebagai
berikut : |
1. Nilai rata-rata absolut UN/USMBD bagi
Pengawas Sekolah Dasar sesuai dengan |
nilai rata-rata USMBD dalam lingkup Keca-
matan yang bersumber dari Bidang SD dan |
PKLK.
2. Nilai rata-rata absolut UN/USMBD bagi
Pengawas Sekolah Menengah Pertama, }
sesuai dengan nilai ratarata ujianAnasionaI
tingkat Kota/Kabupaten Administrasi yang 5:
bersumber dari Bidang SMP dan SMA.
3. Nilai rata-rata absolut UN/USMBD bagi
Pengawas Sekolah Menengah Atas dan |
Sekolah Menengah Kejuruan sesuai den-
gan nilai rata-rata ujian nasional tingkat
provinsi yang bersumber dari Bidang SMP |
dan SMA dan Bidang SMK.
4. Hasil nilai rata-rata absolut UN/USMBD
sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan |
angka 2 diinput ke dalam sistem e-kinerja |
oleh Pusdatikomdik pada bulan Juli setiap |
tahun. i

. Peningkatan nilai rata-rata UN/USMBD den-

gan ketentugn : _
1. Peningkatan nilai rata-rata USMBD di
Sekolah Dasar dalam lingkup Kecamatan |
yang bersumber dari Bidang SD dan PKLK. |
2. Peningkatan nilai rata-rata Ujian Nasional di |
Sekolah Menengah Pertama, tingkat Kota/
Kabupaten Administrasi yang bersumber |
dari Bidang SMP dan SMA.
3. Peningkatan nilai rata-rata Ujian Nasional |
di Sekolah Menengah Atas dan Sekolah
Menengah Kejuruan tingkat provinsi yang
bersumber dari Bidang SMP dan SMA dan |
Bidang SMK.
4. Peningkatan nilai rata-rata UN/USMBD se- f_
bagaimana dimaksud pada angka 1 dan
angka 2 diinput ke dalam sistem e-kinerja
oleh Pusdatikomdik pada bulan Juli setiap |
tahun. |
Kejuaraan lomba yang diraih sekolah dengan ;
ketentuan : |
1. Kejuaraan lomba yang diselenggarakan se- |
cara berjenjang dalam lingkup Pemerintah 5_
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LKS, Guru berprestasi, Sekolah Sehat,
Sekolah Adiwiyata dan kejuaraan lomba
lainnya yang ditetapkan oleh Dinas Pendi-

dikan dengan sumber data dari Suku Dinas

Pendidikan dan Dinas Pendidikan.

2. Prestasi yang diakui untuk jenjang SD |
adalah paling rendah tingkat Kecamatan

sesuai dengan daftar kejuaraan lomba
yang disetujui oleh Dinas Pendidikan.
3. Kejuaraan lomba yang diakui untuk SMP,

SMA dan SMK adalah paling rendah tingkat
Kota/Kabupaten Administrasi sesuai den-
gan daftar kejuaraan lomba yang disetujui

oleh Dinas Pendidikan.

4. Hasil kejuaraan lomba sebagaimana dimak-

sud pada angka 1 diinput ke dalam sistem

oleh Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan |
Kecamatan sesuai dengan kewenangannya

dan nilai yang diakui adalah nilai kejuaraan

lomba yang diinput ke dalam sistem e-kin-

erja pada bulan terakhir.,

5. Validasi terhadap hasil kejuaraan lomba di-

lakukan oleh Suku Dinas Pendidikan.

6. Nilai yang menjadi perhitungan adalah nilai
kejuaraan lomba yang diperoleh pada ta-
hun berjalan.

7. Hasil penilaian kejuaraan lomba diinput ke
dalam sistem e-kinerja pada bulan Maret,
bulan Juni, bulan September dan bulan De-
sember.

Unsur angka pelanggaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ dilakukan dengan keten-

tuan:
a. Angka pelanggaran merupakan jumlah lapo-
ran/informasi pelanggaran yang diterima oleh

Gubernur, Dinas Pendidikan, Suku Dinas Pen-

didikan, Satuan Pelaksana Pendidikan Keca-
matan, Sekolah melalui surat, media, buku

kasus sekolah, laporan orang tua dan ma- _:

syarakat.
b. Angka pelanggaran sebagaimana dimaksud

pada huruf a diinput ke dalam sistem e-kin- |
erja oleh Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan
Kecamatan setelah dilakukan klarifikasi oleh :
Suku Dinas Pendidikan dalam lingkup wilayah
Kota/Kabupaten Administrasi terhadap lapo-
ran/pengaduan yang masuk, paling lambat

Daerah terdiri dari OSN, O02SN, FLS2N,

(1

(2)

(3)

tanggal 5 bulan berikutnya.
c. Validasi terhadap angka pelanggaran setelah
dilakukan klarifikasi oleh Suku Dinas Pendidi-

kan.

d. Hasil validasi angka pelanggaran diinput ke

dalam sistem e-kinerja setiap tanggal 8.

Pasal 15
Penilaian prestasi kerja Pengawas Sekolah TK

dan Pengawas Sekolah SLB sebagaimana dimak-

sud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri dari
unsur :
a. Uji kompetensi Pengawas Sekolah;

b. Nilai kolektif uji kompetensi guru sekolah ses-

uai wilayah pengawasan: dan
C. Prestasi sekolah.

Unsur uji kompetensi Pengawas Sekolah seb-
agaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakuy-

kan dengan ketentuan :

a. Nilai uji kompetensi Pengawas Sekolah den-

gan klasifikasi nilai sebagai berikut :
1. 91 (sembilan puluh satu) sampai dengan
100 (seratus);

2. 77 (tujuh puluh satu) sampai dengan 90

(sembilan puluh): dan

3. 51 (lima puluh satu) sampai dengan 70 (tu-

juh puluh).
b. Nilai uji kompetensi Pengawas Sekolah adalah

nilai tahun terakhir yang diperoleh Penga-
was Sekolah dan diinput oleh P2KPTKK pada

sistem e-kinerja.
¢. Nilai uji kompetensi Pengawas Sekolah yang

menjadi perhitungan sebagaimana dimak-
sud pada huruf a adalah nilai yang diinput ke
dalam sistem e-kinerja oleh P2KPTKK setiap |

ada perubahan nilaj.

Unsur nilai kolektif uji kompetensi guru seb- _f
agaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dj-

lakukan dengan ketentuan :

a. Nilai kolektif uji kompetensi guru merupakan
rata-rata nilai uji kompetensi guru sesuai den-
gan tempat tugas Pengawas Sekolah.

b. Nilai kolektif uji kompetensi guru sebagaima-

na dimaksud pada huruf a diinput ke dalam
sistem e-kinerja oleh Pusdatikomdik sesuai
data yang bersumber dari P2KPTKK. -

c. Validasi nilai kolektif uji kompetensi guru di-

lakukan oleh Suku Dinas Pendidikan sesuai
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(4)

(m

(2)

dengan kewenangannya.

d. Nilai kolektif uji kompetensi guru yang O
adalah hasil nilai kolektif uji kompetensi guru

yang diinput pada bulan terakhir.

Unsur penilaian prestasi sekolah sebagaimana di- :;
maksud pada ayat (1) huruf ¢ dilakukan dengan

ketentuan :

a. Kejuaraan lomba yang diselenggarakan secara |
berjenjang dalam lingkup Pemerintah Daerah |

terdiri dari Guru berprestasi, Sekolah Sehat,

Sekolah Adiwiyata dan kejuaraan lomba lain- .;

nya yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan
dengan~sumber data dari Sekolah, Suku Dinas
Pendidikan dan Dinas Pendidikan.

b. Kejuaraan lomba yang diakui untuk jenjang
TK adalah paling rendah tingkat Kecamatan
sesuai dengah daftar kejuaraan lomba yang
disetujui oleh Dinas Pendidikan.

¢. Kejuaraan lomba yang diakui untuk jenjang !
SLB adalah paling rendah tingkat Kota/Kabu-
paten Administrasi sesuai dengan daftar ke- :
juaraan lomba yang disetujui oleti Dinas Pen- |

didikan.

d. Hasil lomba sebagaimana dimaksud pada hur-

uf a diinput ke dalam sistem oleh Kepala Sat-
uan Pelaksana Pendidikan Kecamatan sesuai
dengan kewenangannya dan nilai yang diakui

adalah nilai kejuaraan lomba yang diinput ke

dalam sistem e-kinerja pada bulan terakhir.

e. Validasi terhadap hasil kejuaraan lomba di-
lakukan oleh Suku Dinas Pendidikan.

f. Nilai yang menjadi perhitungan adalah nilai

kejuaraan lomba yang diperoléh pada tahun

berjalan.

g. Hasil kejuaraan lomba diinput ke dalam sistem
e-kinerja pada bulan Maret, bulan Juni, bulan
September dan bulan Desember

Pasal 16

Penilaian prestasi kerja Penilik sebagaimana di- _
maksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri dari |

unsur :

a. Validitas administrasi lembaga;

b. Uji kompetensi Penilik; dan

c. Penilaian prestasi akademik sekolah.

Unsur validitas administrasi lembaga sebagaima-

na dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. Validitas administrasi PKBM;

b. Validitas administrasi lembaga kursus; dan
¢. Validitas administrasi PAUD. :
{3) Unsur validitas administrasi PKBM sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan 2

ketentuan : ;
a. Validitas administrasi PKBM merupakan pe-
t nilaian : [

1. Data yang meliputi legalitas, program,
struktur organisasi/pengelola; |

2. Kelengkapan data peserta di lihat dari usia |
dan jenjang, '

3. Data pendidik dan tenaga kependidikan
meliputi jenjang pendidikan dan kompe- |

tensi sesuai diklat yang diikuti; dan

4. Layanan jenis program terhadap masyara-
kat meliputi kesetaraan, keterampilan dan |
keaksaraan.

b. Hasil penilaian validitas administrasi PKBM se-
bagaimana dimaksud pada huruf a diinput ke 2
dalam sistem e-kinerja oleh Bidang PAUD dan
Dikmas dengan sumber data dari PKBM pada
bulan Juli dan bulan Desember setiap tahun.

5 c. Validasi hasil penilaian terhadap validitas ad-

| Pendidikan sesuai dengan kewenangannya. |
(4) Unsur validitas administrasi lembaga kursus seb-
: agaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaku-
kan dengan ketentuan :
a. Validitas administrasi lembaga kursus meru-
pakan :

1. Legalitas lzin operasional yang diterbitkan
oleh instansi yang berwenang i

2. Rumpun dan jenis keterampilan/program |
keahlian yang diberikan oleh lembaga kur-

sus

3. Fasilitas berupa prasarana dan sarana yang
dimiliki oleh lembaga kursus yang melipu- |

ti antara lain gedung, sarana belajar, alat |
praktik. o

4. Tenaga pendidik/instruktur yang memiliki ';
kompetensi sesuai dengan bidang keahl- i

ian. '

5. Kumpulan materi yang disusun secara |

: sistematis (kurikulum) yang berisi kompe-
tensi yang harus dicapai peserta didik se-

tiap tingkatan.

b. Hasil penilaian validitas administrasi lembaga |
kursus sebagaimana dimaksud dalam huruf

ministrasi PKBM dilakukan oleh Suku Dinas |



- (5)

' (6)

a angka 1 diinput ke dalam sistem e-kinerja
oleh Bidang PAUD dan Dikmas dengan sum-
ber data dari Sudin Pendidikan pada bulan Juli
dan bulan Desember setiap tahun.

c. Hasil penilaian validitas administrasi lembaga
kursus sebagaimana dimaksud dalam huruf a

angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 di- i
input ke dalam sistem e-kinerja oleh Bidang
PAUD dan Dikmas dengan sumber data dari
LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) pada bu- |

lan Juli dan bulan Desember setiap tahun.
d. Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada
huruf b dan huruf ¢ dilakukan validasi oleh

3

Suku Dinas Pendidikan sesuai dengan ke- |

wenangannya.
Unsur validitas administrasi PAUD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ dilakukan dengan
ketentuan :
a. Validitas administrasi lembaga Pendidikan
Anak Usia Dini (PAUD) merupakan :

1. Data kelembagaan yang meliputi legalitas, |

program, struktur
prasarana dan sarana;

2. Kelengkapan data peserta didik/warga be-
lajar berdasarkan usia sesuai perkemban-

organisasi/pengelola, |

gan dan jenis layanan terdiri dari Taman
Kanak-Kanak, Kelompok Belajar, KB (Ke- |

lompok Belajar) dan TPA (Taman Penitipan
Anak); dan

3. Kelengkapan data pendidik dan tenaga
kependidikan yang meliputi jenjang pendi-

dikan, kualifikasi pendidikan dan kompe- |

tensi sesuai diklat yang diikuti.
b. Hasil penilaian validitas administrasi lemba-

ga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) seb- |

agaimana dimaksud pada huruf a diinput ke
dalam sistem e-kinerja oleh Bidang PAUD dan

Dikmas dengan sumber data dari Suku Dinas
Pendidikan pada bulan Juli dan bulan Desem- |

ber setiap tahun.

|

¢. Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada
huruf a dilakukan validasi oleh Suku Dinas

Pendidikan sesuai kewenangannya.
Unsur uji kompetensi Penilik sebagaimana dimak-

sud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ke-

tentuan :

a. Uji kompetensi Penilik merupakan hasil uiji
kompetensi yang diperoleh oleh Penilik pada |

(7)

(1)

tahun berjalan;

b. Hasil uji kompetensi Penilik sebagaimana di-
maksud pada huruf a diinput ke dalam sistem
e-kinerja oleh Bidang PAUD dan Dikmas den- |
gan sumber data dari Bidang PAUD dan Dik-

mas pada bulan November setiap tahun;

c. Hasil uji kompetensi Penilik sebagaimana di-
maksud pada huruf b dilakukan validasi oleh
Suku Dinas Pendidikan sesuai kewenangan-

nya; dan

d. Nilai uji kompetensi Penilik vang diakui adalah
hasil uji kompetensi Penilik yang diinput pada

bulan terakhir.

Unsur prestasi akademik sekolah sebagaimana di-
maksud. pada ayat (1) huruf ¢ dilakukan dengan

ketentuan :

a. Prestasi akademik sekolah merupakan sistem
evaluasi standar pendidikan dasar dan menen-
gah secara nasional dan persamaan mutu
tingkat pendidikan antara daerah yang dilaku-
kan oleh pusat penilaian pendidikan yang ter-

diri dari:

1. Prestasi akademik sekolah pada program
paket A merupakan nilai rata-rata USMBD;
2. Prestasi akademik sekolah pada program
paket B dan paket C merupakan nilai rata-

rata ujian nasional tingkat provinsi; dan

3. Peningkatan/penurunan nilai ujian nasion-
al/lUSMBD pada PKBM dari tahun sebelum-

nya.

b. Hasil penilaian prestési akademik sekolah se-
bagaimana dimaksud pada huruf a diinput ke
dalam sistem e-kinerja oleh Bidang PAUD dan
Dikmas dengan sumiber data dari Dinas Pendi-

dikan pada bulan Juli setiap tahun.

c. Hasil penilaian prestasi akademik sekolah se-
bagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan
validasi oleh Suku Dinas Pendidikan sesuai ke- |

wenangannya.

Pasal 17

Penilaian prestasi kerja Pamong Belajar seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf

b terdiri dari unsur :
a. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar;

b. Jumlah pengembangan model PAUD dan Dik- f

mas,

c. Nilai pengembangan model PAUD dan Dik-
|39
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(2)

(3)

(4)

mas;
d. Jumlah pengembangan profesi; dan
e. Uji kompetensi Pamong Belajar.

Unsur pelaksanaan kegiatan belajar mengajar se-
bagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di-

lakukan dengan ketentuan :

a. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar meru-

pakan jumiah jam pembelajaran setiap minggu
yang dibuktikan dengan surat tugas mengajar;

b. Jumlah jam pembelajaran sebagaimana di-
maksud pada huruf a diinput ke dalam sistem
e-kinerja oleh UPT P3PAUD dan Dikmas den-
gan sumber data dari Kepala lembaga pembe-
lajaran setiap'bulan; dan

c. Hasil penilaian jam pembelajaran sebagaimana
dimaksud pada huruf b dilakukan validasi oleh
Bidang PAUD dan Dikmas.

Unsur jumlah pengembangan model PAUD dan !

Dikmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dilakukan dengan ketentuan :

a. Jumlah pengembangan model merupakan

jumlah model yang di hasilkan dalam 1 (satu)
tahun;

b. Hasil penilaian jumlah pengembangan model

. sebagaimana dimaksud pada huruf a diinput
ke dalam sistem e-kinerja oleh UPT P3PAUD
dan Dikmas pada bulan November setiap ta-
hun; dan

c. Hasil penilaian jumiah pengembangan model |
sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilaku-

kan validasi oleh Bidang PAUD dan Dikmas.

Unsur nilai pengembangan model PAUD dan Dik-

mas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

¢ dilakukan dengan ketentuan :

a. Nilai pengembangan model merupakan hasil
penilaian pengembangan model oleh tim peni-
lai;

b. Hasil penilaian pengembangan model seb-
agaimana dimaksud pada huruf a diinput ke

dalam sistem e-kinerja oleh UPT P3PAUD dan |

Dikmas dengan sumber data dari Tim penilai
pada bulan Desember setiap tahun dengan ni-
lai tahun berjalan adalah nilai tahun sebelum-
nya; dan

c. Hasil penilaian pengembangan model seb-
agaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b
dilakukan validasi oleh Bidang PAUD dan Dik-
mas.

(5)

(6)

(1)

(2)

Unsur Jumlah pengembangan profesi sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan den- |
gan ketentuan : EI
a. Jumlah pengembangan profesi merupakan
jumlah pengembangan profesi oleh Pamong
Belajar; _ |

b. Hasil pengembangan profesi sebagaimana di-
maksud pada huruf a diinput ke dalam sistem
e-kinerja oleh UPT P3PAUD dan Dikmas pada
bulan April, bulan Agustus dan bulan Desem- |
ber setiap tahun; dan ]

¢. Hasil penilaian pengembangan profesi seb-
agaimana dimaksud pada huruf b dilakukan
validasi oleh Bidang PAUD dan Dikmas.
Unsur uji kompetensi Pamong Belajar sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan den-
gan ketentuan :
a. Nilai uji kompetensi Pamong Belajar dengan
klasifikasi nilai sebagai berikut : |

1. 91 (sembilan puluh satu) sampai dengan
100 (seratus); :

2. 71 (tujuh puluh satu) sampai dengan 90 |
(sembilan puluh); dan

3. 51 (lima puluh satu) sampai dengan 70 (tu-
juh puluh). :

b. Nilai uji kompetensi Pamong Belajar adalah
nilai tahun terakhir yang diperole'h Pamong
Belajar dan diinput oleh P3PAUD dan Dikmas
pada sistem e-kinerja.

c. Nilai uji kompetensi Pamong Belajar yang
menjadi perhitungan sebagaimana dimak-
sud pada huruf b adalah nilai yang diinput ke |
dalam sistem e-kinerja oleh P3PAUD dan Dik-
mas setiap ada perubahan nilai.

BAB V

SETTING STRUKTUR

Pasal 18 _

Setting struktur untuk perhitungan prestasi kerja ::
bagi Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, PNS
Guru, Pengawas Sekolah, dilakukan oleh Kepala |
Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan pada |
Suku Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenan-
gannya.
Setting struktur untuk perhitungén prestasi kerja |
bagi Penilik dilakukan oleh Kepala Seksi PAUD
dan Dikmas pada Suku Dinas Pendidikan sesuai
dengan kewenangannya.
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- (3) Setting struktur untuk perhitungan prestasi kerja

)

bagi Pamong Belajar dilakukan oleh P3PAUD dan
Dikmas.

BAB VI
PERSENTASE DAN PROPORSI BESARAN
TKD PRESTASI KERJA
Pasal 19
Besaran TKD guru berdasarkan prestasi kerja seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah sebagai

" berikut :

a. Uji kompetensi guru dengan persentase 30%

(tiga puluh persen) dari besaran TKD Prestasi

kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

ayat (2) huruf b dengan proporsi :

1. Jika nilai uji kompetensi guru 91 (sembilan
puluh satu) sampai dengan 100 {seratus),
maka nilainya 30% (tiga puluh persen);

2. Jika nilai uji kompetensi guru 71 (tujuh
puluh satu) sampai dengan 90 (sembilan
puluh), maka nilainya 20,10% (dua puluh
koma sepuluh persen):

3. Jika nilai uji kompetensi guru 51 (lima pu-
luh satu) sampai dengan 70 (tujuh puluh),

maka nilainya 9,90% (sembilan koma sem-

bilan puluh persen): dan

4. Jika nilai uji kompetensi guru kurang atau
sama dengan 50 (lima puluh), maka nilain-

va 0% (nol persen).
b. Penilaian kinerja guru dengan persentase 30%

(tiga puluh persen) dari besaran TKD Prestasi
kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal B

ayat (2) huruf b dengan proporsi :

1. Jika penilaian kinerja guru 91 {sembilan !

puluh satu) sampai dengan 100 (seratus),
maka nilainya 30% (tiga puluh persen);

2. Jika penilaian kinerja guru 76 (tujuh puluh

enam) sampai dengan 90 (sembilan puluh),
maka nilainya 18% (delapan belas persen);

3. Jika penilaian kinerja guru 61 (enam puluh

satu) sampai dengan 75 (tujuh puluh lima),
maka nilainya 12% (dua belas persen);

4. Jika penilaian kinerja guru 51 (lima puluh
satu) sampai dengan 60 ({(enam puiuh),
maka nilainya 6% (enam persen); dan

5. Jika penilaian kinerjia guru kurang atau |
sama dengan 50 (lima puluh), maka nilain- |

ya 0% (nol persen).

c. Prestasi sekolah berupa nilai rata-rata absolut

UN/USMBD dengan persentase 10% (sepuluh

persen) dari besaran TKD. Prestasi kerja seb-

agaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)

huruf b dengan proporsi :

1. Jika nilai rata-rata absolut UN/USMBD, di
posisi 256% (dua puluh lima persen) rang-
king teratas, maka nilainya 10% (sepuluh
persen);

2. Jika nilai rata-rata absolut UN/USMBD di
posisi 25% {(dua puluh lima persen) rangk-
ing kedua teratas, maka nilainya 7% (tujuh
persen);

3. Jika nilai rata-rata absolut UN/USMBD di
posisi 25% (dua puluh lima persen) rang-
king ketiga teratas, maka nilainya 2,50%
(dua koma lima puluh persen); dan

4. Jika nilai rata-rata absolut UN/USMBD di
posisi 25% (dua pulub lima persen) rangk-
ing terbawah, maka nilainya 0% (nol pers-
en).

d. Prestasi sekolah berupa peningkatan nilai ra-

ta-rata UN/USMBD dengan persentase 10%
(sepuluh persen) dari besaran TKD Prestasi
kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (2) huruf b dengan proporsi :

1. Jika nilai rata-rata UN/USMBD bertahan

di 25% (dua puluh lima persen) rangking |

teratas, maka nilainya 10% (sepuluh pers-
en);

2. Jika nilai rata-rata UN/USMBD naik satu
kategori, maka nilainya 5% (lima persen);

3. Jika nilai rata-rata UN/USMBD tidak men-
galami peningkatan, maka nilainya 2,50%
(dua koma lima puluh persen); dan

4. Jika nilai rata-rata UN/USMBD turun kat-

- egori atau berada di posisi 25% (dua pu-
luh lima persen) rangking terbawah, maka
nilainya 0% (nol persen).

Prestasi sekolah dari pencapaian kejuaraan

lomba OSN, 02SN, FLS2N, LKS, Guru Ber-

prestasi dan kejuaraan lomba lainnya yang

ditetapkan oleh Dinas Péndidikan dengan

persentase 10% (sepuluh persen) dari besa-

ran TKD Prestasi kerja sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dengan pro-

porsi :

1. Jika mendapat kejuaraan dalam pelak-
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samasm omis sebagaimana angka 1, malka
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ayammbdumpmpus’u:

1_ Jka nikai up kompetensi gura 91 {semibilan
puluh satu) sammpai dengan 100 (seratus),

maka nilaamya 60% (enam puluh persen);

2 Jka nilai uji kompetensi guru 71 (tujdh po-
kuh), maka nilamya 40,20% (empat puluih

koma dua puluh persen);

3. Jika nilai uj kompetensi guu 51 {fEma pu-
maka niamya 19,80% (sembian belas |

koma delapan pululh persen)); dam

ya 0% {inoll persen).

40% (empat pukth persen) dari besaram TKD

Pasal 5 ayat (2) hanuf b dengan proporsi -

1. J& penifician kinerja guu 91 {semibiftam
pul h satu) sampai dengan 100 {seratus),

ik milkimye A0% (empat puiluh persen);
2. Jika penilisizn kinejn gunu 76 (tuijulh pulluty |
enaom) sampaii diengan 90 (enmibilam puluh),
maika milsimya 24% (due puiluh emmpst pers-
em)); s

3. Jika penilkicm kineijm guu 61 (et oudiudin
sailul) samypaii dengam 7%5 (tujuin puiluitn ima),
mumamns%wmmwhspem);z
4. Jika penilgian kinej@ guru 51 {(iema gouiiuiin |
saiu) sampai dengam GO (emam  uiiuit),
maka milkimya 8% (delapan persem); dam ’
5-.Hkapam1h'hmlhimfpgnmhmngm;
sama dengan 50 (ima puluh), maka milin-
ya 0% (moll persem).
3 Besaram TKD PNS Guru TK diam PNS Gurw SLB
Mdsarhnpmkﬂpmﬂmdﬁmdk
surl dialiann Pasall 9 adaliaiv sehagai benilkut -
a lﬁmemdumwsummr
mmm&mb&mmm

2 Jka niai uj kompetensi guu 71 {ouguh
Mmmmw«sﬂm |
M,nﬂalﬁlwaﬁ,w%«ﬁgam
iigakmnimpﬂinpusm»; |

3. Jika nilai uj kompetensi guu 51 {mna pu-
nﬂalﬁnya16,m%((elﬂnbdsm :
ma puluih persen); dan

4. Jka nikai up kompetensi guru kuwang atau
sama dengan 50 (Bma puluh), maka mitkam- '
va 0% (nol persen).

Pasd!iayuwhldbduwlplm _
1. Jka -peniaian kinesja guru 91 ({(semibillan
p:iinslm»mmddulgm1m«suws»,
maka nikainya 40% (empat puluh persen);
Z..Rapeliﬁnkhuiagmu76mm
enam) sampai dengan 90 (sembian puluh), |
maka nilainya 24% (dua puluh empat pess-
en);
3. Jika penikaian kinerja guru 61 {emam pubuh
satu) sampai dengan 75 (tujuh puluh mal),
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maika milimya 16% (emam belzs persem):
4. Jika pemiaian kimetz guw 51 @ima jpuiiuin

Satw) sampaii dengan 60 (@nam i),

maikz milksmya 8% (dieliamam perseny); diam

5. Jika penician kineja gun kurang stau
samma: diemgam 50 (lima puluih), malka milkin-

ya 0% (moll jpersem)..

c. Prestasi sekolah dari pencapaion kejuaraam
lomnita Guru Bemprestasi, selkolsh sshat dam
kejuarazm lomiba lEinmya yamg ditetspian oleh
Dimas Pendidican dengan persentase 10%
(sepuluih persem) dani besaran TKD Prestasi
kerja sehagaimana dimaiksud dalam Pasal 5

ayat (2) humuff b demgam proparsi -

hommiba timgicatt Kecamatzm untuk jenjang TK
yang diskui adalah peringkat 1, 2 atau 3

maka millzimya 10% (sepuluih persem); dam

2. Jka tietaik mendapaticam juara dalam pelak-
samaam lombea sebagaimana angka 1, maka

miaimya 0% (ol persem).

10 adaiah selbagai bevitkut -

taseﬁ)%((ammﬂhﬂnwsun»dhrﬁbeslm;
TKD Prestasi kesja sebagaimana dimaksud
dalam Pasal § ayat (2) huruf b dengam pro-

porsi -

1. Jika peniaian kinera guru 91 ((semhihn
pulluh satu) sammpaii dengan 100 (seratus),

maka nitlaimya 60% (enam pulluih persen):

2-.ﬁkapaﬂﬁiamhirmiag&m76«wmmdhﬂn

en):

3. Jika penilgian kinetja gun 61 (enam puuh
mdkamﬁhhrya24%((d1nmﬂhﬂnampatpas—

en);

4. Jika penilaian kinerja guru 51 (ima puluh
satu) sampai dengan 60 (enam pulkdh),
maka millaimya 12% (dua belas persen): dam

5. Jika pemilaiam kinevja guru kuramg atauw ;:

ya 0% (moll persem).

b. Prestasi sefkolit berupa milki ralta-Tatin sheoiut

Wﬂmmwmmmﬁ@%(mﬂm
[persem) dh!ﬁilbmramﬂmﬂmmﬂkmjbm
ageimana dmaisud dialm Pasal 5 ayait (2)
e t diemgan proporsi

- Jitka milgi ratz-rata abeolut UNAUSMBD di

posis 25% (duz puluh Fma [persem) ramg-
img teratzs, maka milkimya 10% (sepuiluh
persEm);

2. Jlika milsi ratarats atsolut UNAUSIBID ffi
posisi 25% (dus puliih ma [pETSE) rammpk-

ing kedus teratas, maka nilsimya 7% (twgjuity |

persemny);

3. Jika nilsi ratz-rata absolut UNAUSMBD di

posisi 25% (dus puluin fma persn:ﬁd) rang-
king ketiga teratas, maka milsimya 2,50%
(diva koma lima pulluih persem); dam

4. Jka mili rata-rata albsolut UNAUSMEBD di
pasisi 25% (dua pubuih ima persen) ramgk-
hgmrbawdm”mtamihimo%(ﬁmﬂlpers—
en).

Prestasi sekolah berupa penimgkatam milii ra-

2vaia UN/USMBD dengan persentase 10%

(sepuluih persen) dari besasan TKD Prestzsi

kajasdpaga'mmndfmmddHMMS_

ayak (2) huraf b demgan proporsi -

d%%ﬂnmﬂhﬂnlﬁmmpumn»m@kmg;
m,mmmnm«smﬁmmg

em));

2. Ska nii ratarata UNAUSMBD naik sats

kategori, maka millatnya 5% (ima persemn):

gakami peningkatam, maka mikimya 2,50%

fdua koma fma pululh persem): dam

4. Jka milgii rata-rata UN/USMBD tumun kat-

egmiambamhdﬁposﬁzﬁ%((Mpm—
miainya 0% (nof persem).
lomba OSN, 02SN, FLS2N, LKS, Guru Ber-

ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dengam
persentase 10% (sepuluin persem) dari besa- |
ram TKD Prestasi kerja selbagamana dimaksud |
ddamml’.asﬂ5ayat((2))Ihlumurﬁ‘Ibdll!rngalmmll'l)-;f

porsy

1.Jikanmdapankeixmmdampau-§
|43
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. PENGUMUM

sanaan lomba tingkat Kecamatan untuk
jenjang SD dan tingkat kota administraéi
untuk jenjang SMP, SMA dan SMK, pering-
kat kejuaraan yang diakui adalah peringkat
1, 2 atau 3 maka nilainya 10% (sepuluh

persen); dan

2. Jika tidak mendapatkan juara dalam pelak-
sanaan lomba sebagaimana angka 1, maka |

nilainya 0% (nol persen).

e. Angka pelanggaran tawuran, narkoba, bul-
lying, pungutan liar dengan mengurangi/me-
nambah capaian kinerja maksimal 10% (sepu- |
luh persen) dari besaran TKD Prestasi kerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) :

huruf b dengan proporsi :

1. Jika tidak terjadi pelanggaran makai
mendapatkan nilai 10% (sepuluh persen); |

dan

2. Jika terjadi satu atau lebih pelanggaran
maka capaian kinerja sebesar 0% {nol
persen).

(5) Besaran TKD Kepala Sekolah berdasarkan Presta- |

si kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

dengan penghitungan sebagai berikut :

a. Pendistribusian KJP tepat sasaran diperoleh
dari kunjungan dilakukan oleh Pengawas
Sekolah sesuai sekolah yang dibawahi Ke-
pala Sekolah yang bersangkutan dengan cara
mengambil sampel untuk mengukur ketepatan

sasaran KJP dengan persentase 20% (dua pu-

luh persen) dari besaran TKD Prestasi kerja

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)

huruf b dengan proporsi :
1. Jika terdapat O (nol) murid yang tidak lay-

ak menerima KJP, nilainya 20% (dua puluh

persen);

2. Jika terdapat 1 (satu) murid yang tidak lay- |
ak menerima KJP, nilainya 13,40% (tiga |

belas koma empat puluh persen);

3. Jika terdapat 2 (dua) murid yang tidak lay- s

ak menerima KJP, nilainya 6,60% (enam
koma enam puluh persen}); dan
4. Jika terdapat 3 (tiga) murid yang tidak lay-
ak menerima KJP, nilainya 0% (nol pers-
en).
b. Penilaian kinerja Kepala Sekolah diperoleh dari
nilai kinerja Kepala Sekolah yang dilakukan
oleh Pengawas Sekolah dengan persentase

ﬁ{;wu_ Né;'"«
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'I

20% (dua puluh persen) dari ‘besaran TKD

Prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam |

Pasal 5 ayat (2) huruf b dengan proporsi :

1. Jika penilaian kinerja Kepala Sekolah 91
(sembilan puluh satu) sampai dengan 100
(seratus), maka nilainya 20% (dua puluh
persen);

2. Jika penilaian kinerja Kepala Sekolah 76 ;

(tujuh puluh enam) sampai dengan 90
(sembilan puluh), maka nilainya 15% (lima
belas persen);

3. Jika penilaian kinerja Kepala Sekolah 61

(enam puluh satu) sampai dengan 75 (tu- |
juh puluh lima), maka nilainya 10% (sepu- |

luh persen);
4. Jika penilaian kinerja Kepala Sekolah 51

(lima puluh satu) sampai dengan 60 (enam |

puluh), maka nilainya 5% (lima persen);
dan

5. Jika penilaian kinerja Kepala Sekolah
kurang atau sama dengan 50 {lima puluh),
maka nilainya 0% (nol persen).

Uji kompetensi guru dengan persentase 10%

(sepuluh persen) dari besaran TKD Prestasi |
kerja sebagaimana .dimaksud dalam Pasal 5 |

:cxyat (2) huruf b dengan proporsi :

1. Jika nilai uji kompetensi guru 91 {sembilan
puluh satu) sampai dengan 100 (seratus),
maka nilainya 10% (sepuluh persen);

2. Jika nilai uji kompetensi guru 71 {tujuh '

puluh satu) sampai dengan 90 (sembilan

puluh), maka nilainya 6,70% (enam koma '

tujuh puluh persen);
3. Jika nilai uji kompetensi guru 51 (lima pu-
luh satu) sampai dengan 70 (tujuh puluh),

maka nilainya 3,30% (tiga koma tiga puluh E

persen); dan
4. Jika nilai uji kompetensi guru kurang atau

sama dengan 50 (lima puluh), maka nilain- |

ya 0% (nol persen).

Nilai kolektif uji kompetensi guru di sekolah |
bersangkutan dengan persentase 10% (sepu- |
luh persen) dari besaran TKD Prestasi kerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) :

huruf b dengan proporsi :

1. Jika nilai kolektif uji kompetensi guru 25%
(dua puluh lima persen) rangking teratas,
maka nilainya 10% (sepuluh persen);




2. Jika nilai kolektif uji kompetensi guru 25%
(dua puluh lima persen) rangking kedua
teratas, maka nilainya 6,70% (enam koma
tujuh puluh persen):

3. Jika nilai kolektif uji kompetensi guru 25%
(dua puluh lima persen) rangking ketiga
teratas, maka nilainya 3,30% (tiga koma
tiga puluh persen); dan

4. Jika nilai kolektif uji kompetensi guru 25%

(dua puluh lima persen) rangking terbawah,

maka nilainya 0% (nol persen).
Prestasi sekolah berupa nilai absolut rata-rata
UN/USMBD dengan persentase 10% (sepuluh

persen) dari besaran TKD Prestasi kerja seb- |

agaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)
huruf b dengan proporsi :
1. Jika nilai rata-rata absolut UN/USMBD di

posisi 25% (dua puluh lima persen) rang-

king teratas, maka nilainya 10% {sepuluh
persen);
2. Jika nilai rata-rata absolut UN/USMBD di

posisi 26% (dua puluh lima persen) rang-

king kedua teratas, maka nilainya 6,70%
(enam koma tujuh puluh persen);
3. Jika nilai rata-rata absolut UN/USMBD di

posisi 25% (dua puluh lima persen) rang-

king ketiga teratas, maka nilainya 3,30%
(tiga koma tiga puluh persen): dan

4. Jika nilai rata-rata absolut UN/USMBD di |

posisi 25% (dua puluh lima persen) rangk-

ing terbawah, maka nilainya 0% (nol pers- |

en).

Prestasi sekolah berupa peningkatan nilai ra-

ta-rata. UN/USMBD dengan persentase 10%
(sepuluh persen) dari besaran TKD Prestasi
kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (2) huruf b dengan proporsi :

1. Jika nilai rata-rata UN/USMBD bertahan |

di 25% (dua puluh lima persen) rangking

teratas, maka nilainya 10% (sepuluh pers-

en);

2. Jika nilai rata-rata UN/USMBD naik satu
kategori, maka nilainya 6,70% (enam
koma tujuh puluh persen);

3. Jika nilai rata-rata UN/USMBD tidak men- |

galami peningkatan, maka nilainya 3,30%
(tiga koma tiga puluh persen): dan

4. Jika nilai rata-rata UN/USMBD turun kat-

PENGUMUMAN / PERATURAN PEMERINTAH
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egori atau berada di posisi 25% (dua pu-
luh lima persen) rangking terbawah, maka

nilainya 0% (nol persen).

g. Prestasi sekolah dari pencapaian kejuaraan
lomba OSN, 02SN, FLS2N, LKS, Guru Ber-
prestasi dan kejuaraan lomba lainnya yang
ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dengan
persentase 10% (sepuluh persen) dari besa-
ran TKD Prestasi kerja sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dengan pro-

porsi :

1. Jika mendapat kejuaraan dalam pelak-
sanaan lomba tingkat Kecamatan untuk
jenjang SD dan tingkat kota administrasi
untuk jenjang SMP, SMA dan SMK, pering-
kat kejuaraan yang diakui adalah peringkat
1, 2 atau 3 maka nilainya 10% (sepuluh |

persen); dan

2. Jika tidak mendapatkan juara dalam pelak-
sanaan lomba sebagaimana angka 1, maka

nilainya 0% (nol persen).

. Angka pelanggaran tawuran, narkoba, bully-
ing, pungutan liar dengan menambah capaian
kinerja maksimal 10% (sepuluh persen) atau
mendapatkan 0% (nol persen) dari besaran
TKD Prestasi kerja sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dengan pro- |

porsi :

1. Jika tidak terjadi pelanggaran maka§
mendapatkan nilai 10% (sepuluh persen); |

dan

2. Jika terjadi satu atau lebih pelanggaran

maka mendapatkan nilai 0% (nol persen).

(6) Besaran TKD Wakil Kepala Sekolah berdasarkan
prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal |
12 dengan penghitungan sebagai berikut :
a. Pendistribusian KJP tepat sasaran diperoleh
dari kunjungan dilakukan oleh Pengawas
Sekolah sesuai sekolah yang dibawahi Wakil
Kepala Sekolah yang bersangkutan dengan
-cara mengambil sampel untuk mengukur

ketepatan sasaran KJP dengan persentase

20% (dua puluh persen) dari besaran TKD

Prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 ayat (2) huruf b dengan proporsi :

1. Jika terdapat O (nol) murid yang tidak lay-
ak menerima KJP, nilainya 20% (dua puluh
persen);
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2. Jikken temiagpent 11 (Scettul) omuunied ey tiokalk oy
ik memennma KIP, mildimya 1340% @oe

el Yo enmygpat mudialin perse);

3. ik ettt 2 (ohus) maric e ik Koy
ik aueEmeima KIP, mikinye 6,80% (ewem

s emanm gpuliuln perse)); disn

4. Jikan et B (i) rmaria] e tidkk ley-
ak memerinra KIP, miaimye 0% (mell pars-

anmj)..

| Peilziam kimenjn Wikl Kepsle Sclolan di-
emalleln ol il it Kepaln Selalath yawy
diliakam alih Pevgnaes Scholgh dewgan
mesetase 20% {dine mulian perse) dimi tese-
e TKID Prrestisii deerijfn Setiagmiimans dimaksd
QHMMISM(M)MEWN

PO =

1., Jikkan poewilliam vt Wkl Keypalks Sedlasilatin
SN (samtilam puiun Stn) s dswggan
T {(srarains), omai milimys 20% (b go-

flukin peraem);

2., Jikan ppamillaam iivenjs Walal m ﬁdﬂﬂh
{eanisibemn gudisin, ek milsmngs 15% (Jlimmen

ol ppesmaEmi);

2. ik gponillziam kimerjn Wikl Kegaln Seko-

Hatl 776 Kbl gualiat cmean) s climmggam
B0 (emtiilam g, maka silsinge 10%

{eppulictn pesEm);

A Jikan ppemilziam kivena Wakill Kepolia Seda-
ath ST e o satu) sammpi disvgan
(i pudiuth), ek milangs 5% (i

rarse)); dam

LN Jihm!lﬂmﬁilﬂibmll mhmﬂh
ey it S dlizwgrem SO (i i),

mebkan milkzinya ©% ((mel| peesrsen).

(il ) i Gesaen THID Frestksi

anyatt () tinumuif t dikmgrem penEpsdi -

.. Jibcn s Hemgmets s 9 (ssermtileam
uliuih scathn)) s dizogan TOD (e,

el milksimyen TO% (eypuiluin geersem),

2. Jikkan milksii wiji Reompetiemsii gumu 71 (@ujulin
it Stn) samypi demgmn 90O (@omibian
muiluli), rvakan milsimya &, 70% (Emam toms

thujjufin gudlutin fpermem));

N T ———r Y T

o Sehu) s diemgam 70 (il muituli),

s milksimya 3, 30% (g s g puilin
esTseni); disam
4. Jitkn millzii wjji hanmpetersi guna funang St
sama demggam SO (mwa puli),, maka mikbm-
wa @ (il goersem)..

.tk ol wjji kompetersi gam di el

ersamagiastim diEmgRm persEiEe 10% (S=pu-
hulty pevsem) dini thesaran TKD Prestasi ke
selssgaimams dimaiad didizm Pasall D ayat (2)
tiumsdf i dizmgm EoRETSi -
1. Jitken il sttt s Nermppestemesii guru 25%
(e it (i pensan) engiking lErals,
muatca ilimga 10% (eeguiln persen); |
2. Sikkeh mibkwii Aok wji lamrypetemsi gumn %%
e it lima parser) ravgkng tkehiicn
Tt s milzimga 6, 70% (evam boma
tinjjutin ganfiuln geersei);
B Sk milksi ket wjji femnppetEvsi gume % |
(o et (i pense)) sEmEiRg Hetiigm
tets, maka milzimga 3 30% (G lanms
thigym ppallulin geersmm); din |
41, Jikkcn millni enliedkeslf i kammpetemsi Guirs 5%
hinan puilalhy lima persen) rangking terbawah, !
sk milsimya % (il geesem)..

Pt scbaniafn tsesnaggen il it sttt

UNAUSRIED disvgam persaritazee 10% (wapuiluh
e dini esamm TRD Frestesi loin ss=b-

WMJMMMISWKM) ﬁ
tamuif  dimngEm gprEpensi

1. ik millwi i rtcn atoeulio WNAWSRABD i
mﬁﬁiﬁ%{mlnﬂmhiiinmmmnﬁ)m _
iiimgy terats, ok milaimya 0% (epuilh
s}

2. Jikan nillsi note ks s WSS di
psisil Z5% (i guiluh lioe pers) G- '
Rimmg Yetiun o, mvalkn millsinga 6, 70%

 {emesm ikaonvan tagjuin uiiuiin gersETi};

B Liken milksii rain-ts sttt WRIISRIED i
pusisi 25% (e gl lime perse) c@Rg- '
ki Mg tevatiss, maka mibmye 3 30%
gy o gy spulbulin geanse); diam :

4. Jiken mitki retim s atsoilo UNAVSVED di
s Z5% (g guluth fime perse) mEwghc |
g ettt maikce milbimye Q% (well pers-
).

. Pt sl temngps pemimglatimm miksi -

(mppuiiulin ppens)) dii teesaem TR Mresizei '

Barsimass Blsws BT/ T0-3-2077



dimmaksad disfEm Pl 13 dizmgam pemgihitumggm
Seitgri ivemikut -
a Uji koopetemsi quney  dengem  persemitee

ke sethagaimers dimaceud debm P S
ayat (2)) Inamuff b dismgrem mraporsi - i
1. Jika mii ratmrats UNAUSHMED ertiam

dii Z5% (i malisin live Eerse) Engikimg

s, ek vilsinge 10% (gl pers-

ani);

2. JSika mili rate s UN/USMEBD naik s

lategani, maka milkbmwye 6,70% (onam
Seman tajjalin gaslialn ppersem);

R. ik millzii rat-rats UMAUSRMBD tidak men-

galmi pewivgiaiar, maka miange 3,30%
i ko tigs gouilaln perse); dam

4. Jikm milli sate s UNAUSRIED tamum -
epni st et dii posisi 25% (de pe-

ilntin ivwan prarsei) ramgiking tentvatn, M

miimyes Q% (vl pers).
. Mestasi sshalaln diani pevcapsiam kejjumcan

itk OSN, 025N, ALSINM, IXS, Ganme Ber |
prestiasi din bejaanaam et Vsieya yamg

merseniase 0% (Sepalivin mersen) dani e

nam TKID Frestiasi kenjn setagainrama dirrakseal

dislam Fasall S ayatt (2) Y b devgam pro-

P

1. Jka meevdapatt kefueraan dalam  pelbk-
savaam lemtes dingiat Kecamatan ek
ienjpmy SID dan tingicat kots sdwivistosi

et iemgjucarcarem wanmy dliizfienii autiblh penimghct
1., 2 sty 3 maka mimnye 10% (epiin

e dizm -
2. Jliken thatiak mrerdiapeiam juans il etk

mhmmmmn,m |

milaimyas % (il geersem)..

. fvglen palanggavan s, canilots, Soilly-
dmexin mraksimall 10% (Seypuilih Eesem) st
nreriapbcan 0% el persem) dbmi Sesaram
TRD Festesi keyn ashegminams dimaetsd
il Fasall D ayat () S o dismgamn -
T

1. Uik itk s mmﬂm' ek

ciam

ek eyt mili @% (ol mpersmEm).

mendapEtkan miai 10O% (Eepuilstin per); ‘

A% {emypat mualn persem) dini besamm TRKD
Prestasii kenijn selbagaimars dimskaud dizm
Pasall 5 ayatt (2) taamff b diswgrm gragponsi -
1. Sike millii wiji keomypestensi gar 91 (@emtslan |
mallufh Satw) s dengam 100 (e,
maka milkimyas A0% {empat gl piuh
persEm);
2. Jka milksi wji kogetemsi guny 71 (tujuly
it sata)) sammpaii demgam 90 (somisian
mallafi), ok milsinya 26,80% (due puldn
cmam ko disbapam pulluth perse); '
3. Jiken il i hoppetimsi gum S11 (fima pa-
iuth sSatiol) ssampesi diemgam 70 et pulla),
i milsnya 13.20% (g babs keome
Ses guliatin pesrsem); daw |
4. Jikan millzi wiji kmypetiemsil gu kuarseg atay
sam dismgan S0 (i pidl), maken mism-
v O% (il pessen).. ‘

. Pemilmiam lbimenn Kepaln Sckolain TK dem Ke- |

maln Skl SIB dipewish dai il iveia
Kepals Scholaih yamy diliukan cien Pevgs-
s Selalblh divgam persantse A0% (Empat
il peesnse) atiwii thesmaam TEID Prestasi ke ;
sxtiagmimene dimsut dalam Pl S agat (B)
it 1 cizregram prepensi - |
1. Jika memilmem knaj Kepadn Scloalbn O1
(el muiluh Sat) s dsvwgan 100
{mmrcmttnss), orwaikan milksinngen A% (Evpat puutn
P} i
2. Jika pemilsam kv Kepsin Scialuin 76
(it guulicthn  Ewan) sampEi | devgam 30
wiisliam muiluth), ok miltsings 20% (de
spuultatin eyt persEm);
R. ik peminam kivejn Kepoln Selabh 76
{ejjutin puuilutn evam) sammpsi devgan 30
(memibian puiudin), e miGpge 6%
(mmanm thes ke peEmEm)):

A Jika pevilsam kiveip Keppin Selalan 51
{liiome ppuibluiin Setiw) smmpesi diemgram GO (Emam

- peullut), ok milimyen B% (il mpers-
amil; diam |
5. Jika pemilsian Givejp Comlln Selalsh
Wauranmg SR Samen dismgpem 50 (fimes guilu),

. ke ki ©% (ol premem).. |

) B TIRID Kt St T i gt Sk
i SIS temtisatcam Moo kaije sshagaimana < c. Wil kobekif wiji Sompetomsi guu di el

Hirsiness Bwes, BO7E 2052017




48

PERATURAN PEMERINTAH

bersangkutan dengan persentase 10% (sepu-

luh persen) dari besaran TKD Prestasi kerja

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)

huruf b dengan proporsi :

1. Jika nilai kolektif uji kompetensi guru 25%
(dua puluh lima persen) rangking teratas,
maka nilainya 10% (sepuluh persen};

2. Jika nilai kolektif uji kompetensi guru 25%
(dua puluh lima persen) rangking kedua
teratas, maka nilainya 6,70% (enam koma
tujuh puluh persen};

3. Jika nilai kolektif uji kompetensi guru 25%
(dua puluh lima persen) rangking ketiga
teratas, maka nilainya 3,30% (tiga koma
tiga puluh persen); dan

4. Jika nilai kolektif uji kompetensi guru 25%
(dua puluh lima persen) rangking terbawah,
maka nilainya 0% (nol persen).

. Prestasi sekolah dari pencapaian kejuaraan

lomba Guru Berprestasi, sekolah sehat dan

lomba lainnya yang ditetapkan oleh' Dinas

Pendidikan dengan persentase 10% (éepu|uh

persen) dari besaran TKD Prestasi kerja seb-

agaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)

huruf b dengan proporsi :

1. Jika mendapat kejuaraan dalam pelaksa-
naan lomba tingkat Kecamatan peringkat
kejuaraan yang diakui adalah peringkat 1,
2 atau 3 maka nilainya 10% (sepuluh pers-
en); dan '

2. Jika tidak mendapatkan juara dalam pelak-
sanaan lomba sebagaimana angka 1, maka
nilainya 0% (nol persen).

(8) Besaran TKD Pengawas Sekolah berdasarkan
penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 adalah sebagai berikut :

a.

Nilai kolektif uji kompetensi guru di sekolah
dalam pengawasan yang bersangkutan den-
gan persentase 15% (lima belas persen) dari

besaran TKD Prestasi kerja sebagaimana di-

maksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b den-

gan proporsi :

1. Jika nilai kolektif uji kompetensi guru 25%
(dua puluh lima persen) rangking teratas,
maka nilainya 15% (lima belas persen);

2. Jika nilai kolektif uji kompetensi guru 25%
(dua puluh lima persen) rangking kedua
teratas, maka nilainya 10,05% (sepuluh

koma nol lima persen);

3. Jika nilai kolektif uji kompetensi guru
25% (dua puluh lima persen) rangking ke-
tiga teratas, maka nilainya 4,95% (empat
koma sembilan puluh lima persen); dan

4. Jika nilai kolektif uji kompetensi guru 26%
(dua puluh lima persen) rangking terbawah,
maka nilainya 0% (nol persen).

. Prestasi sekolah berupa nilai rata-rata abso-

lut UN/USMBD dengan persentase 30% (tiga |

puluh persen) dari besaran TKD Prestasi kerja f

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3)

huruf b dengan proporsi: i

1. Jika nilai rata-rata UN/USMBD lebih be-
sar atau sama dengan 80 (delapan puluh),
maka nilainya 30% (tiga puluh persen); |

2. Jika nilai rata-rata UN/USMBD 70 (tujuh |
puluh) sampai dengan 79 (tujuh puluh
sembilan), maka nilainya 20,10% (dua pu-
luh koma sepuluh persen);

3. Jika nilai rata-rata nilai UN/USMBD 60
(enam puluh) sampai dengan 70 (tujuh pu-
{uh), maka nilainya 9,90% (sembilan koma
sembilan puluh persen}; dan

4. Jika nilai rata-rata nilai UN/USMBD kurang
atau sama dengan 60 (enam puluh), maka
nilainya 0% (nol persen).

Prestasi sekolah berupa peningkatan nilai ra-

ta-rata UN/USMBD diperoleh dari peningkatan

rata-rata nilai UN/JUSMBD dengan persentase

30% (tiga puluh persen) dari besaran TKD

Prestasi kerja seba'géimana dimaksud dalam

Pasal 5 ayat (3) huruf b dengan proporsi :

1. Jika nilai rata-rata UN/USMBD meningkat
sebesar 10 (sepuluh), maka nilainya 30%
{tiga puluh persen);

2. Jika nilai rata-rata UN/USMBD meningkat
sebesar lebih besar atau sama dengan 5
(lima) sampai dengan 9 {(sembilan), maka
nilainya 20,10% (dua puluh koma sepuluh
persen); ;

3. Jika nilai rata-rata UN/USMBD meningkat
sebesar lebih besar atau sama dengan O
(nol) sampai dengan 4 (empat), maka
nilainya 9,90% (sembilan koma sembilan
puluh persen); dan

4. Jika nilai rata-rata UN/USMBD turun, maka
nilanya 0% (nol persen). ' '
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d. Prestasi sekolah dari pencapaian kejuaraan
lomba OSN, 02SN, FLS2N, LKS, Guru Ber-
prestasi dan kejuaraan lomba lainnya yang
ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dengan

persentase 15% (lima belas persen) dari be-

saran TKD Prestasi kerja sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dengan

proporsi :

1. Jika terdapat empat atau lebih sekolah
dalam wilayah pengawasan mendapat
juara 1 atau 2 atau 3 dalam pelaksanaan
lomba tingkat Kota Administrasi untuk jen-

jang SMP, SMA dan SMK serta tingkat Ke-

- camatan untuk jenjang SD, maka nilainya
15% (lima belas persen);

2. Jika terdapat tiga sekolah dalam wilayah

pengawasan mendapat juara 1 atau 2 atau
3 dalam pelaksanaan lomba tingkat Kota
Administrasi untuk jenjang SMP, SMA dan '

SMK serta tingkat Kecamatan untuk jen-

jang SD, maka nilainya 11,25% (sebelas

koma dua puluh lima persen);

3. Jika terdapat dua sekolah dalam wilayah :

pengawasan mendapat juara 1 atau 2 atau

3 dalam pelaksanaan lomba tingkat Kota
Administrasi untuk jenjang SMP, SMA dan |
SMK serta tingkat Kecamatan untuk jen-
jang SD, maka nilainya 7,50% (tujuh koma

lima puluh persen); dan

4. Jika terdapat 1 atau kurang sekolah dalam
wilayah pengawasan mendapat juara 1
atau 2 atau 3 dalam pelaksanaan lomba
tingkat Kota Administrasi untuk jenjang

SMP, SMA dan SMK serta tingkat Keca- |

matan untuk jenjang SD, maka nilainya 0%
{nol persen).

Angka pelanggaran tawuran, narkoba, bully-

ing, pungutan liar dengan menambah capaian
kinerja maksimal 10% (sepuluh persen) atau
mendapatkan 0% (nol persen) dari besaran
TKD Prestasi kerja sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dengan pro- |

porsi :

1. Jika tidak terjadi pelanggaran maka

mendapatkan nilai 10% (sepuluh persen);
dan

2. Jika terjadi satu atau lebih pelanggaran

maka mendapatkan nilai 0% (nol persen).

(9) Besaran TKD Pengawas Sekolah TK dan Penga-
was Sekolah SLB berdasarkan penilaian presta-
si kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
adalah sebagai berikut :
a. Uji kompetensi dengan persentase 50% {lima

puluh persen) dari besaran TKD Prestasi kerja

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3)

huruf b dengan proporsi :

1. Jika nilai uji kompetensi 91 (sembilan pu-
luh satu) sampai dengan 100 (seratus),
maka nilainya 50% (lima puluh persen);

2. Jika nilai uji kompetensi 71 (tujuh puluh
satu) sampai dengan 90 (sembilan puluh),
maka nilainya 33,50% {tiga puluh tiga
koma lima puluh persen);

3. Jika nilai uji kompetensi 51 (lima puluh

' satu) sampai dengan 70 (tujuh puluh),
maka nilainya 16,50% (enam belas koma
lima puluh persen); dan

4. Jika nilai uji kompetensi kurang atau sama
dengan 50 (lima puluh}, maka nilainya 0%
(nol persen).

Nilai kolektif uji kompetensi guru di sekolah

binaan dengan persentase 40% (empat puluh

persen) dari besaran TKD Prestasi kerja seb-

agaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3)

huruf b dengan proporsi :

1. Jika nilai kolektif uji kompetensi guru 25%
(dua puluh lima persen) rangking teratas,
maka nilainya 40% (empat puluh persen);

2. Jika nilai kolektif uji kompetensi guru 25%
(dua puluh lima persen) rangking kedua
teratas, maka nilainya 26,80% (dua puluh
enam koma delapan puluh persen);

3. Jika nilai kolektif uji kompetensi guru 256%
{dua puluh lima persen) rangking ketiga
teratas, maka nilainya 13,20% (tiga belas
koma dua puluh persen); dan

4. Jika nilai kolektif uji kompetensi guru 25%
(dua puluh lima persen) rangking terbawah,
maka nilainya 0% (nol persen).

Prestasi sekolah dari pencapaian kejuaraan

lomba Guru Berprestasi, Sekolah Sehat dan

lomba lainnya yang ditetapkan oleh Dinas

Pendidikan dengan persentase 10% (sepuluh

persen) dari besaran TKD Prestasi kerja seb-

agaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3)

huruf b dengan proporsi :
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1. Jika terdapat sekolah binaan mendapat ke-
juaraan dalam pelaksanaan lomba tingkat
Kecamatan peringkat kejuaraan yang
diakui adalah peringkat 1, 2 atau 3 maka
nilainya 10% (sepuluh persen); dan

2. Jika tidak mendapatkan juara dalam pelak-
sanaan lomba sebagaimana angka 1, maka
nilainya 0% (nol persen).

{10)Besaran TKD penilaian Penilik berdasarkan pe-

nilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pas- |

al 16 adalah sebagai berikut :

a. Validitas administrasi PKBM, Lembaga Kur-
sus dan PAUD sesuai dengan wilayah kerja
dengan persentase 50% (lima puluh persen)
dari besaran TKD Prestasi kerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b den-
gan proporsi : i

1. Jika validitas lembaga berjumlah lebih be- |

sar atau sama dengan 35 (tiga puluh lima),
maka nilainya 50% (lima puluh persen);.

2. Jika validitas lembaga berjumlah lebih atau
sama dengan 25 (dua puluh lima) sampai
dengan 34 (tiga puluh empat), maka nilain-
ya 37,50% (tiga puluh tujuh koma lima pu-
luh persen);

3. Jika validitas lembaga berjumlah lebih atau

sama dengan 20 (dua puluh) sampai den-
gan 24 (dua puluh empat), maka nilainya
18,75% (delapan belas koma tujuh puluh |

lima persen);

4. Jika validitas lembaga berjumlah lebih atau
sama dengan 15 (lima belas) sampai den- |

gan 19 (sembilan belas), maka nilainya
4,69 % (empat koma enam puluh sembilan
persen); dan

5. Jika validitas lembaga berjumlah kurang
dari atau sama dengan 14 (empat belas),
maka nilainya 0% (nol persen).

b. Uji Kompetensi Penilik dengan persentase
30% (tiga puluh persen) dari besaran TKD
Prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (4) huruf b dengan prdporsi,:

1. Jika nilai uji kompetensi Penilik 91 (sembi-
lan puluh satu) sampai dengan 100 (sera-
tus), maka nilainya 30% (tiga puluh pers-
en);

2. Jik: nilai uji kompetensi Penilik 71 (tujuh |
puli 1 satu) sampai dengan 90 (sembilan :

puluh), maka nilainya 20,10% (dua puluh |
koma sepuluh puluh persen); |

3. Jika nilai uji kompetensi Penilik 51 (lima |
puluh satu) sampai dengan 70 (tujuh pu-
luh), maka nilainya 9,90% (sembilan koma
sembilan puluh persen); dan

4. Jika nilai uji kompetensi penilik kurang atau |
sama dengan 50 puluh), maka nilainya 0% |
(nol persen). :

Hasil nilai rata-rata ujian nasional siswa PKBM |

sesuai wilayah kerja dengan persentase 10%

(sepuluh persen) dari besaran TKD Prestasi

kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

ayat (4) huruf b dengan proporsi : . _

1. Jika nilai rata-rata ujian nasional lebih |
atau sama dengan 70 (tujuh puluh), maka
nilainya 10% (sepuluh persen);

2. Jika nilai rata-rata ujian nasionel lebih atau
sama dengan 50 (lima puluh), maka nilain-
va 7% (tujuh persen); |

3. Jika nilai rata-rata ujian nasional lebih atau
sama dengan 40 (empat puluh), maka
nilainya 2,50% (dua koma lima puluh pers-
en); dan :

4, Jika nilai rata-rata ujian nasional kurang
atau sama dengan 30,99 (tiga puluh koma f
sembilan puluh sembilan), maka nilainya
0% (nol persen). i

. Peningkatan nilai rata-rata ujian nasional den-

gan persentase 10% (sepuluh persen) dari be-

saran TKD Prestasi kerja sebagaimana dimak-

sud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b dengan
proporsi :

1. Jika nilai rata-rata ujian nasional bertahan
lebih atau sama dengan 6 {enam), maka |
nilainya 10% (sepuluh persen);

2. Jika nilai rata-rata ujian nasional meningkat
lebih atau sama dengan 0,99 (nol koma
sembilan puluh sembilan}, maka nilainya
5% (lima persen);

3. Jika nilai rata-rata ujian nasional mening- |
kat lebih atau sama dengan 0,5 (nol koma
lima), maka nilainya 2,5% {(dua koma lima |
persen); dan

4. Jika nilai rata-rata ujian nasional kurang
atau sama dengan 0,49 (nol koma empat
puluh sembilan), maka nilainya 0% (nol
persen). |
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| (11)Besaran TKD Pamong Belajar berdasarkan pe- |

nilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pas- %

koma lima puluh persen); dan
4. Jika nilai pengembangan model kurang

al 17 adalah sebagai berikut : atau sama dengan 74 (tujuh puluh empat),
a. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar siswa maka nilainya 0% (nol persen).
dengan persentase 20% (dua puluh persen) 5 d. Jumlah aplikasi pengembangan profesi sesuai
dari besaran TKD Prestasi kerja sebagaimana dengan produk model yang disusun dengan
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5} huruf b den- é persentase 30% (tiga puluh persen) dari besa-
gan proporsi : ' ran TKD Prestasi kerja sebagaimana dimaksud
1. Jika kegiatan belajar mengajar dilak- dalam Pasal 5 ayat (5) huruf b dengan pro-
sanakan lebih atau sama dengan 24 jam | porsi :
dalam satu bulan, maka nilainya 20% (dua 1. Jika jumlah pengembangan profesi lebih
puluh persen); atau sama dengan 3 (tiga)( maka nilainya
2. Jika kegiatan belajar mengajar dilaksanakan | 30% (tiga puluh persen);
lebih atau sama dengan 16 (enam belas) * 2. Jika jumlah pengembangan profesi 2 (dua),
sampai dengan 23 (dua puluh tiga) jam maka nilainya 18% (delapan belas persen);
dalam satu bulan, maka nilainya 13,40% 3. Jika jumlah pengembangan profesi 1
(tiga belas koma empat puluh persen); dan {(satu), maka nilainya 9% (sembilan pers-
3. Jika kegiatan belajar mengajar dilak- 3 en); dan
sanakan kurang dari 16 (enam belas) jam, ' 4. Jika jumlah pengembangan profesi O {nol),
maka nilainya 6,60% (enam koma enam maka nilainya 0% (nol persen).
puluh persen). Uji kompetensi pamong dengan persentase
b. Jumlah pengembangan model PAUD dan 20% (dua puluh persen) dari besaran TKD |
Dikmas dengan persentase 15% (lima belas | Prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam |
persen) dari besaran TKD Prestasi kerja se- Pasal b ayat (5) huruf b dengan proporsi :
bagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) | 1. Jika nilai uji kompetensi 91 (sembilan pu-
huruf b dengan proporsi : | luh satu) sampai dengan 100 (seratus),
1. Jika jumlah pengembangan model lebih maka nilainya 20% {(dua puluh persen);
atau sama dengan 2 (dua), maka nilainya ; 2. Jika nilai uji kompetensi 71 (tujuh puluh |
15% (lima belas persen); g satu) sampai dengan 90 (sembilan puluh),
2. Jika jumlah pengembangan mode! 1 (satu}, 3 maka nilainya 13,40% (tiga belas koma
maka nilainya 7% (tujuh persen); dan 5 empat puluh persen);
3. Jika jumlah pengembangan model O (nol), 3. Jika nilai uji kompetensi 51 (lima puluh
maka nilainya 0% (nol persen). satu) sampai dengan 70 (tujuh puluh},
c. Nilai pengembangan model PAUD dan Dikmas maka nilainya 6,60% (enam koma enam

dengan persentase 15% (lima belas persen)

dari besaran TKD Prestasi kerja sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5} huruf b den-
gan proporsi :

1. Jika nilai pengembangan model 90 (sem-
bilan puluh) sampai dengan 100 (seratus),
maka nilainya 15% (lima belas persen);

2. Jika nilai pengembangan model 85 (dela-
pan puluh lima) sampai dengan 89 (dela-

puluh persen); dan

4. Jika nilai uji kompetensi kurang atau sama
dengan 50 (lima puluh), maka nilainya 0%
(nol persen).

BAB VI
PNS DAN CALON PNS YANG
TIDAK DIBERIKAN TKD
Pasal 20

pan puluh sembilan), maka nilainya 9% ; {1) TKD tidak diberikan kepada :

(sembilan persen); a. PNS yang mengambil Masa Persiapan Pensi-
3. Jika nilai pengembangan model 75 (tujuh ! un;

puluh lima) sampai dengan 84 (delapan pu- b. PNS yang berstatus Penerima Uang Tunggu;

luh empat), maka nilainya 1,50% (empat | c. PNS yang berstatus sebagai pegawai titipan
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(2)

(1)

di dalam atau-di luar Pemerintah Daerah;

d. PNS dan Calon PNS yang berstatus tersangka
dan ditahan oleh pihak aparat penegak hu-
kum;

e. PNS dan Calon PNS yang berstatus tefdakwa
dan ditahan oleh aparat penegak hukum;

f. PNS dan Calon PNS yang berstatus terpidana;

g. PNS yang mengambil Cuti di Luar Tanggun-
gan Negara;

h. PNS yang mengambil Cuti Besar;

i. PNS dan Calon PNS yang mengambil cuti per-

salinan ketiga dan seterusnya sejak menjadi |

Calon PNS;
j- PNS yang diberhentikan sementara;

k. PNS yang sedang melaksanakan tugas bela- .

jar;

I. PNS dan Calon PNS yang dijatuhi hukuman
disiplin; dan

m. PNS dan Calon PNS yang sakit lebih dari 3
{tiga) bulan berturut-turut.

Terhadap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tetap dilakukan penginputan dan/ atau vali-

dasi unsur penilaian prestasi kerja, kecuali Calon |

PNS.

Pasal 21
Pemberhentian Pemberian TKD kepada PNS dan
Calon PNS dilaksanakan secara proporsional den-
gan hitungan selama 1 (satu) bulan berdasarkan
kejadian, diberlakukan terhadap :

a. PNS yang mengambil Masa Persiapan Pensi- |

un;

b. PNS yang berstatus Penerima Uang Tunggu;
PNS yang berstatus sebagai pegawai titipan
di luar Pemerintah Daerah;

d. PNS dan Calon PNS yang berstatus tersangka
dan ditahan oleh pihak aparat penegak hu-
kum;

e. PNS dan Calon PNS yang berstatus terdakwa !

dan ditahan;

PNS dan Calon PNS yang berstatus terpidana;

g. PNS yang mengambil Cuti di Luar Tanggun-
gan Negara;

h. PNS yang mengambil Cuti Besar;

i. PNS dan Calon PNS yang mengambil Cuti Per-
salinan anak ketiga dan seterusnya;

j. PNS yang diberhentikan sementara;

k. PNS yang sedang melaksanakan tugas bela-

" PENGUMUMAN / PERATURAN PEMERINTAH

"))

(1

(2)

(3)

Jar;
. PNS yang diperbantukan di luar Pemerintah
Daerah; dan
m. PNS dan Calon PNS yang sakit lebih dari 3 |
(tiga) bulan berturut-turut.
Perhitungan proporsional sebagaimana dimaksud |
pada ayat {1) berlaku pada awal dan akhir ke-
jadian.

Pasal 22 _
PNS dan Calon PNS yang dijatuhi hukuman disip- |
lin, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat
{1) huruf 1 tidak diberikan TKD dengan ketentuan
sebagai berikut :.
a. Hukuman disiplin tingkat ringan berupa :

1. Teguran lisan, tidak diberikan TKD selama |
1 (satu) bulan; .

2. Teguran tertulis, tidak diberikan TKD se- |
lama 2 (dua) bulan; dan

3. Pernyataan tidak puas secara tertulis, tidak |
diberikan TKD selama 3 (tiga} bulan.

b. Hukuman disiplin tingkat sedang berupa :

1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1
(satu) tahun, tidak diberikan TKD selama. |
6 (enam) bulan.

2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1
(satu) tahun, tidak diberikan TKD selama
12 (dua belas) bulan; dan

3. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah i
selama 1 (satu) tahun, tidak diberikan TKD
selama 18 (delapan belas) bulan.

c. Hukuman disiplin tingkat berat berupa :

1. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah
selama 3 (tiga) tahun, tidak diberikan TKD
selama 24 (dua puluh empat) bulan;

2. Pemindahan dalam rangka penurunan ja-
batan setingkat lebih rendah, tidak diberi- |
kan TKD selama 30 (tiga puluh) bulan; dan

3. Pembebasan dari jabatan, tidak diberikan
TKD selama 36 (tiga puluh enam) bulan.

Pejabat Pengelola Kepegawaian SKPD/UKPD
yang bersangkutan harus menyampaikan keputu-
san tentang penjatuhan hukuman disiplin kepada
BKD, paling lambat 14 (empat belas) hari terhi- :
tung mulai hukuman disiplin ditetapkan sebagai |
dasar penghentian pemberian TKD oleh BKD seb-
agaimana dimaksud pada ayat (1).

Pemutusan TKD dilakukan paling lambat terhitung

Business News 8972/ 20-2-2017



(4)

(1)

(2)

@)

(4)

pada bulan berikutnya setelah keputusan tentang i
penjatuhan hukuman disiplin diterima oleh UPT
Pusat Data dan Informasi BKD. i
Apabila penyampaian keputusan melebihi wak-

tu sebagaimana dimaksud pada ayat {2), maka |
kepada Pejabat Pengelola Kepegawaian SKPD/

UKPD yang bersangkutan dikenakan hukuman |
disiplin tingkat ringan berupa teguran lisan oleh
atasan langsungnya.

Pasal 23
Tidak diberikan TKD selama proses penjatuhan
hukuman disiplin sampai diterbitkannya keputu-
san penjatuhan hukuman disiplin terhadap PNS
vang diduga melakukan pelanggaran integritas |
yang dibuktikan dengan Laporan Hasil Pemerik-
saan Inspektorat. |

Pelanggaran integritas sebagaimana dimaksud |

pada ayat (1) terdiri dari :

a. Memiliki, menjual, membeli, menggadaika‘n,
menyewakan atau meminjamkan barang-ba-
rang, dokumen atau surat berharga milik dae-
rah secara tidak sah; :

b. Menyalahgunakan wewenang untuk s
mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau
orang lain;

c. Menjadi perantara untuk mendapatkan keun-
tungan pribadi dan/atau orang lain dengan
menggunakan kewenangan orang lain;

d. Memberi atau menyanggupi akan memberikan !
sesuatu kepada siapapun baik secara lang- ':
sung atau tidak langsung dan dengan dalih
apapun untuk diangkat dalam jabatan; atau

e. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa
saja dari siapa pun juga yang berhubungan
dengan jabatan dan/atau pekerjaannya.

Apabila PNS sebagaimana dimaksud pada ayat |

(1) dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran |

integritas dan dijatuhi hukuman disiplin, maka ti- |

dak diberikan TKD sesuai dengan jenis penjatu-
han hukuman disiplin dikurangi masa pemberhen-
tian TKD.

Apabila PNS sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tidak terbukti melakukan pelanggaran integri-

tas maka berhak menerima TKD yang tidak diberi-

kan selama proses penjatuhan hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dibuk-
tikan dengan penilaian prestasi kerja.

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) |
diberlakukan terhadap perbuatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan setelah i
Peraturan Gubernur ini berlaku.

Pasal 24

PNS dan Calon PNS yang tertangkap tangan

merokok dan/atau dilaporkan dengan bukti foto
dan/atau video original/asli di lingkungan kerja
Pemerintah Daerah maupun pada tempat yang
dilarang merokok, tidak diberikan TKD selama 1
{satu) bulan.

Apabila PNS dan Calon PNS melakukan kembali '-

pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak diberikan TKD selama 2 {dua) bulan.

Apabila PNS dan Calon PNS melakukan kembali
pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) setelah diberikan sanksi sebagaimana dimak-

sud pada ayat (2) maka dijatuhi hukuman disiplin

tingkat sedang sesuai ketentuan dalam Pasal 22

ayat (1) huruf b angka 2.

Jangka waktu pelaporan PNS dan Calon PNS se-

bagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat

1 (satu) bulan setelah kejadian.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan kepada :

a. Pejabat pengelola
atasan langsung;

b. Kepala SKPD/UKPD bersangkutan;

c. Tim Pengendali Kawasan Tanpa Rokok; dan/
atau

d. Gubernur dan/atau Wakil Gubernur.

kepegawaian dan/atau

BAB Vil

PRESENSI DAN PENGURANGAN TKD KEHADIRAN

(1

(2)

(3)

Bagian Kesatu
Presensi
Pasal 25

Ketidakhadiran atau keterlambatan tiba dan/atau
kepulangan lebih cepat dari kantor/tempat tu- |

gas mengurangi jumlah maksimal TKD kehadiran
yang akan diterima

Pejabat pengelola kepegawaian SKPD/UKPD wa-
jib melakukan penginputan data kehadiran pega-

wai setiap hari dan dilakukan paling lambat tang-
gal 8 {delapan) bulan berikutnya

Dalam rangka efektivitas penginputan kehadi-
ran pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat
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(4)

(2) maka kepala SKPD/UKPD wajib menye-
diakan perangkat absensi yang online dan real
time.

Pejabat pengelola kepegawaian pada SKPD/UKPD
wajib memeriksa dan memastikan pegawai telah
melaksanakan presensi setiap hari.

Bagian Kedua
Pengurangan TKD Kehadiran
Pasal 26
Terhadap ketidakhadiran PNS dan Calon PNS

berlaku pemotongan TKD kehadiran per hari sebagai
berikut :

a.

(1)

(2)

Tanpa keterangan sebesar 5 % (lima persen) dari
TKD kehadiran bersih yang akan diterima;
Izin sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) dari
TKD kehadiran bersih yang akan diterima;

(1)

Sakit 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) hari sebesar 5

1 % (satu persen) dari TKD kehadiran bersih yang

akan diterima dibuktikan dengan surat keteran-

gan dokter;

Cuti sakit setelah hari ke-2 (kedua) sebesar 2 %
(dua persen) dari TKD kehadiran bersih yang akan
diterima dibuktikan dengan surat keterangan dok-
ter;

Cuti alasan penting sebesar 2,5 % (dua koma lima
persen) dari TKD kehadiran bersih yang diterima
berlaku sejak hari ke-6 {enam) pelaksanaan cuti
alasan penting; dan/atau

Terlambat tiba dan/atau pulang lebih cepat dari

kantor/tempat tugas/izin kurang dari 1 (satu) hari
dikenakan pemotongan TKD kehadiran bersih
yang akan diterima dengan rumus sebagai beri-
'kut:

N

o R BRI 20600
450 menit

Pasal 27

PNS dan Calon PNS yang sedang cuti persalinan
pertama dan kedua sejak menjadi Calon PNS di-
berikan TKD sebesar 50% (lima puluh persen)
dari batas maksimal TKD masing-masing.

Perhitungan TKD bagi PNS dan Calon PNS yang
sedang cuti persalinan pertama dan kedua sejak
menjadi Calon PNS sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan secara proporsional yang ber-

(2)

laku pada awal dan akhir kejadian.

Bagian Ketiga

Bukti Ketidakhadiran

Pasal 28 |

Perhitungan keterlambatan tiba di kantor/tempat

tugas dan kepulangan cepat dari kantor/tempat

tugas dibuktikan dengan print out alat absensi |
elektronik.

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimak-

sud pada ayat (1) apabila keterlambatan dan/atau ':

cepat pulang diakibatkan oleh keadaan darurat |

seperti bencana alam, demonstrasi massal besar-

besaran dan kerusuhan massal berdasarkan pem-

beritahuan oleh Sekretaris Daerah. '

Pasal 29
Terhadap PNS dan Calon PNS yang tidak had-

ir karena izin dibuktikan dengan surat keterangan dari
atasan langsung.

(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 30
Terhadap PNS dan Calon PNS yang tidak hadir
karena sakit lebih dari 2 {dua) hari dibuktikan den-
gan surat keterangan dokter. :
Apabila bukti surat keterangan dokter sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) terbukti palsu, maka
PNS dan Calon PNS tersebut dijatuhi hukuman di-
siplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara
tertulis. '

Pasal 31 -
Terhadap PNS dan Calon PNS yang ditugaskan |
oleh Kepala SKPD/UKPD atau atasan langsung
untuk melaksanakan tugas ke Instansi di luar kan-
tor atau dari kantor/tempat tugas ke luar kantor
dikecualikan dari penggunaan alat absensi elek-
tronik.
Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus dengan disposisi atau surat tugas dari Ke-
pala SKPD/UKPD atau atasan langsung yang dis-
ampaikan kepada pejabat pengelola kepegawaian |
SKPD/UKPD yang bersangkutan.

BAB IX
PEMBAYARAN TKD
Bagian Kesatu
Umum
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 PENGUMUMAN /

Pasal 32

| TKD dibayarkan melalui Bank.

Bagian Kedua
Mekanisme Pembayaran TKD
Pasal 33

Pembayaran TKD dilaksanakan melalui me- |

kanisme sebagai berikut :

a.

Pusdatikomdik menghitung hasil penilaian presta- |
si kerja paling lambat tanggal 16 dan menyampai- 5;

kan hasilnya kepada Dinas Kominfo dan Statistik
paling lambat pada tanggal 17 pada setiap bulan.

Dinas Kominfo dan Statistik memproses kehadi- |
ran pegawai bersamaan dengan melakukan verifi- |
kasi hasil penilaian prestasi kerja dan memproses |
listing TKD sementara dan menyampaikan kepa- |

da BKD paling lambat 2 (dua) hari kerja.

BKD dan Dinas Kominfo dan Statistik melakukan
verifikasi terhadap listing TKD sementara paling |

lambat 2 (dua) hari kerja.

Dinas Kominfo dan Statistik menyampaikan list- |
ing TKD kepada SKPD/UKPD secara online pal- ;
ing lambat 1 (satu) hari kerja setelah listing TKD |

diterima dari BKD.

Dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja
setelah listing TKD diterima dari Dinas Kominfo
dan Statistik, SKPD/UKPD membuat dan men-
gajukan SPM kepada Badan Pengelola Keuangan

Daerah untuk diterbitkan SP2D.

Badan Pengelola Keuangan Daerah menerbit- |
kan SP2D kepada Bank untuk memindahbuku- \
kan dana ke masing-masing rekening Benda-
hara SKPD/UKPD pada Bank pada hari yang

sama;

Bendahara SKPD/UKPD paling lama 1 (satu) hari
kerja setelah menerima pembayaran, memer- |
intahkan Bank untuk membayar TKD ke reken- |

ing masing-masing PNS dan Calon PNS di Bank
setelah dilakukan pemotongan kewajiban PNS
dan Calon PNS yang sah.

Hasil

rah.

Perintah membayar dari Bendahara SKPD/UKPD .'
kepada Bank diberikan dengan menerbitkan Cek/

Giro paling lama tanggal 26 (dua puluh enam).

Bendahara SKPD/UKPD pada saat memerintahkan

i
pemotongan kewajiban yang sah seb-
agaimana dimaksud pada huruf g disetorkan me-
lalui Bank oleh Badan Pengelola Keuangan Dae- |

PEMERINTAH

Bank untuk membayar TKD beserta potongan-
nya dengan menyertakan softcopy pembayaran
Nama, |
Nomor Induk Pegawai dan/atau Nomor Rekening

bersih tunjangan yang berisi antara lain :
serta nominal uang yang diterima.
Bagian Ketiga

Percepatan Pembayaran
Pasal 34

(1) Percepatan pembayaran TKD dapat dilakukan

pada waktu tertentu, antara lain :

a. Pelaksanaan cuti bersama menjelang Idul Fitri;
dan

b. Pada bulan Desember setiap tahun anggaran.

{2) Percepatan pembayaran TKD sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputu-

san Gubernur.

Bagian Keempat
Pembayaran Kekurangan dan Pengembalian TKD
Pasal 35

(1) Pembayaran kekurangan dan pengembalian
kelebihan TKD kepada PNS dan Calon PNS han- |
ya dapat dilakukan apabila terjadi kegagalan/
gangguan Sistem e-kinerja dan kesalahan data
pegawai atau faktor lain yang tidak dapat di-

hindari.

(2) Pembayaran kekurangan dan kelebihan dilakukan

setelah melalui proses verifikasi bersama yang di-
lakukan oleh BKD, Dinas Kominfo dan Statistik
dan Dinas Pendidikan.

{3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat |
(2) dilakukan pada tahun anggaran berkenaan !

atau dilakukan sesuai dengan mekanisme hutang
daerah.

Bagian Kelima

Pembayaran TKD Bagi Perpindahan, Pemberhentian

Dan Pengangkatan PNS
Pasal 36

(1) PNS yang diangkat, dipindahkan dan diberhenti-

kan dari dan dalam jabatan Kepala Sekolah, Wakil
Kepala Sekolah, PNS Guru, Pengawas Sekolah,

Penilik dan Pamong Belajar pada tanggal 1 (satu}
atau pada tanggal 2 (dua) apabila tanggal 1 (satu) i
bulan yang bersangkutan adalah hari libur, pem-
berian TKD-nya sesuai dengan jabatannya mulai

saat ditetapkan.
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(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(1

(2)

GUMUMAN / PERATURAN PEMERINTAH

PNS yang diangkat, dipindahkan dan diberhen-
tikan dari dan dalam Jabatan Kepala Sekolah,
Wakil Kepala Sekolah, PNS Guru, Pengawas
Sekolah, Penilik dan Pamong Belajar yang ditetap-
kan setelah tanggal 2 (dua), pemberian TKD-nya
sesuai dengan jabatannya mulai bulan berikutnya
dan kepada yang bersangkutan diberikan TKD
sesuai jabatan sebelumnya.

BAB X
PEMBERIAN TKD BAGI PNS PINDAHAN
Pasal 37
PNS pindahan dari luar Pemerintah Daerah
yang diminta oleh Pemerintah Daerah diberi-

kan TKD terhitung mulai bertugas di Pemerin-

tah Daerah.
PNS pindahan dari luar Pemerintah Daerah yang

merupakan permintaan sendiri diberikan TKD ter- |

hitung mulai awal tahun anggaran tahun berikut-
nya.

BAB Xl
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 38
Pengawasan dan pengendalian terhadap pemberi-
an TKD kepada PNS dan Calon PNS dilaksanakan
melalui :
a. Pengawasan dan pengendalian melekat; dan
b. Pengawésan dan pengendalian fungsional.
Pengawasan dan pengendalian melekat seb-
agaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaku-
kan oleh masing-masing Kepala SKPD/UKPD dan
atasan langsung secara berjenjang.
Pengawasan dan pengendalian fungsional seb-
agaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilak-
sanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi.

BAB Xl
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 39
Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan pemberian TKD dibentuk
Tim Monitoring dan Evaluasi dengan Keputusan
Gubernur.

Keanggotaan Tim Monitoring dan Evaluasi seb- '

agaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. Unsur BKD;
b. Unsur Inspektorat;

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

¢. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja;

d. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah; i

e. Unsur Badan Pengelola Keuangan Daerah;

f. Unsur Dinas Pendidikan;

g. Unsur Dinas Kominfo dan Statistik;

h. Unsur Biro Organisasi dan Reformasi Birokra- !

Sl,
i. Unsur Biro Hukum; dan
j.  Unsur SKPD/UKPD lain yang ditunjuk.
Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan melalui :
a. Rapat tim;
b. Rapat koordinasi dengan SKPD/UKPD;
c. Supervisi; dan
d. Inspeksi mendadak.

Pasal 40
Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara |
berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutu-
han. 5
Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi se-
bagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Monitor-
ing dan Evaluasi dapat mengikutsertakan tenaga |
ahli.
Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana di-
maksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Tim Moni-
toring dan Evaluasi kepada Gubernur melalui Sek-
retaris Daerah. :

Pasal 41 ;
Evaluasi terhadap peringkat jabatan dilaksanakan

‘oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi.

Evaluasi terhadap besaran TKD dan sistem pe-
nilaian prestasi kerja dilaksanakan oleh BKD dan |
Dinas Pendidikan. :
Evaluasi terhadap ketersediaan anggaran dan me-
kanisme pembayaran dilaksanakan oleh Badan
Pengelola Keuangan Daerah berkoordinasi den-
gan Bappeda.
Evaluasi terhadap Sistem Informasi TKD oleh Di- |
nas Kominfo dan Statistik dan Dinas Pendidikan.
Evaluasi terhadap pelaksanaan pembayaran oleh :
Bank dilaksanakan oleh BKD, Badan Pengelola
Keuangan Daerah dan Dinas Pendidikan.
Evaluasi keseluruhan kebijakan TKD sebagaimana |
dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) |
dikoordinasikan oleh BKD. E
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(1)

2)

@

(1

@

@

BAB XlI
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 42

kan :

a. Sanksi disiplin PNS berdasarkan ketentuan :

tentang Disiplin PNS; dan

b. Sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan per-

aturan perundang-undangan.

Kepala SKPD/UKPD wajib menjatuhkan sanksi

hukuman disiplin PNS terhadap:

a. Pejabat administrator, pejabat pengawas dan

pej abat pengelola kepegawaian yang ber-
tanggung jawab terhadap pengendalian ke-
hadiran dan penilaian prestasi kerja PNS dan
Calon PNS yang tidak melakukan tugas dan
tanggung jawabnya dengan baik dan benar;
dan

b. Pejabat dan/atau petugas. keuangan yang
berhubungan langsung dengan penyelesa-

ian administrasi pembayaran TKD yang tidak

melakukan tugas dan tanggung jawabnya

sehingga mengakibatkan kekurangan, kele- |

bihan, keterlambatan dan tidak terbayarnya
TKD.
Apabila berdasarkan hasil pemantauan Tim Moni-
tdring dan Evaluasi terdapat tidak terbayarnya

TKD yang diakibatkan oleh kelalaian dan/atau kes- :

alahan pejabat dan/atau petugas sebagaimana di-

maksud pada ayat (2), maka Kepala SKPD/UKPD

memproses sanksi hukuman disiplin kepegawaian
dari tingkat ringan sampai dengan tingkat berat

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- .

undangan.

Pasal 43
Terhadap PNS dan Calon PNS yang menyalahgu-
nakan kebijakan TKD baik yang dilakukan sendiri
maupun melalui bantuan pihak lain kepada yang
bersangkutan dan pihak lain yang membantu ti-
dak diberikan TKD selama 1 (satu) bulan.
Setiap pengulangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak diberikan TKD selama satu bulan.
Bentuk penyalahgunaan kebijakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Tidak mengikuti apel SKPD/UKPD tanpa ala-

Kepada setiap PNS dan Calon PNS yang melang-
gar ketentuan Peraturan Gubernur ini dan melalai-
kan kewajiban serta tanggung jaw'abnya dikena- :

7 PERATURAN PEMERI

(4)

(5)

(6)

(7)

(1

san;

b. Tidak mengikuti upacara kedinasan tanpa ala-

san;
(6; Memanipulasi/menyiasati e-absensi;

d. Menggunakan atau menyuruh pihak lain untuk |

melakukan absensi;
e. Tidak menggunakan seragam dinas dan
atributnya;

f. Meninggalkan tugas pada jam kerja tanpa |

lapor kepada atasan langsung;

g. Manipulasi kinerja;

h. Membuat kegaduhan dalam lingkungan kerja;
dan

i. Melakukan kolusi dalam penilaian kinerja an-
tar PNS/Calon PNS.

Bentuk temuan mengenai penyalahgunaan kebi-

jakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat

diperoleh melalui:

a. Laporan lisan/tulisan yang diperoleh dari ma-
syarakat;

b. Laporan lisan/tulisan yang diperoleh dari te-
man sejawat;

¢. Temuan Tim Monitoring dan Evaluasi;

d. emuan/laporan atasan langsung; S

e. Temuan/laporan hasil
wasan; dan

f. Temuan BKD.

Hasil temuan mengenai penyalahgunaan. kebi-

jakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap

dilakukan pemeriksaan oleh atasan langsung ses-

pemeriksaan/penga-

uai ketentuan tentang Disiplin PNS.

Penghentian TKD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) untuk kejadian pada ayat
(3) karena temuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) huruf e oleh Inspektorat dan jajarannya
keputusannya oleh Gubernur dilimpahkan peneta-
pannya kepada Inspektorat.

Penghentian TKD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) untuk kejadian pada ayat {3)
karena temuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) huruf f oleh BKD atau Tim BKD keputusannya
oleh Gubernur dilimpahkan penetapannya kepada
BKD.

Pasal 44
Dalarn rangka menjamin komitmen setiap PNS
dan Calon PNS untuk menginput/memasukkan
aktivitas kerja ke dalam Sistem e-kinerja, setiap
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a. Memberikan, :
: hadiah dalam bentuk apapun dalam pelaksanaan
. laku, Peraturan Gubernur Nomor 409 Tahun 2016 :

PENGUMUMA

PNS dan Calon PNS wajib membuat dan menan-
datangani Surat Pernyataan Kinerja.

(2) Surat Pernyataan Kinerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan atasan
langsung masing-masing dalam memberikan nilai
dan evaluasi kinerja serta penugasan yang ber-
sangkutan.

{3) Format pernyataan tanggung jawab sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dibuat oleh BKD.

BAB XIV
ALOKASI ANGGARAN
Pasal 45 ’
(1) Belanja TKD dibebankan pada APBD.
(2) Belanja TKD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dialokasikan melalui Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan.

Pasal 46

(1) Dinas Pendidikan menyusun dan mengajukan
kebutuhan Anggaran TKD dalam Rencana Kerja
Anggaran (RKA) pada tahun berjalan untuk Tahun
Anggaran berikutnya.
Penyusunan dan pengajuan kebutuhan anggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
berdasarkan kebutuhan nyata anggaran TKD Di-
nas Pendidikan termasuk TKD ketiga belas.
(3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dapat ditambahkan penambahan belanja maksi-

(2)

!

mal sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari |

total kebutuhan nyata anggaran TKD.

BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 47

i Kepada PNS dan Calon PNS dapat diberikan
. TKD ketiga belas yang diatur dengan Keputusan Gu-

bernur. %

Pasal 48
Dengan pemberian TKD, maka PNS dan Calon

PNS dilarang :
menjanjikan, menerima

tugas kedinasan.

b. Menerima honorarium atas segala bentuk keg-

iatan yan¢ sersumber dari APBD.
c. Menerima nbalan/pendapatan lain kecuali :

L

segala |

1. Uang transpor dinas dan biaya perjalanan di- |
nas baik dalam kota, dalam daerah dan/ atau
luar daerah:

2. Tunjangan profesi/sertifikasi Guru;

Pasal 49

(1) Pejabat yang bertanggung jawab untuk melaku- |
kan input dan/atau validasi 1 (satu) unsur pe-
nilaian prestasi kerja atau lebih dari 1 {satu) unsur |
penilaian prestasi kerja terhadap 1 (satu) orang
atau lebih 1 (satu) orang dijatuhi hukuman berupa
potongan TKD sebesar 5% (lima persen) dalam
bulan yang bersangkutan.

(2) Terhadap PNS yang tidak diinput dan/ atau divali- |
dasi unsur penilaian prestasi kerja oleh pejabat
yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud f
pada ayat (1) maka dilakukan proses penginputan
dan/ atau validasi susulan oleh pejabat yang ber- |
tanggung jawab. |

Pasal 50
Terhadap PNS yang pindah tugas (mutasi) |

. berlaku ketentuan penilaian prestasi kerja sebagai
. berikut : '

a. Penilaian Kinerja dan Uji Kompetensi dihitung
sesuai dengan nilai yang telah diperoleh masing-
masing; :

b. Unsur penilaian prestasi kerja selain ketentuan |
sebagaimana dimaksud pada huruf a dihitung
sesuai dengan lokasi/tempat kerja baru.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 51 :
Atas pelanggaran hukuman disiplin yang
telah dilakukan proses pemeriksaan sebelum berlaku- |

nya Peraturan Gubernur ini maka sanksi pemotongan |
TKDnya wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam |

Peraturan Gubernur ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 52 ;
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai ber- :

tentang Tunjangan Kinerja Daerah, dinyatakan tetap |
berlaku, kecuali yang mengatur mengenai Tunjangan
Kinerja Daerah bagi PNS Guru dan PNS Guru yang ;
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diberikan tugas tambahan
Pengawas Sekolah, Penilik,
PNS formasi guru.

Pasal 53
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada

tanggal diundangkan.

sebagai Kepala Sekolah, |
pamong Belajar dan calon |

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin- i

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2017 -
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

" tahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan |
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah ;_
Khusus Ibukota Jakarta.

1

IBUKOTA JAKARTA,
ttd.
BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA,
ttd.
SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINS!I DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2017 NOMOR 72010

(BN

TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI
PERSETUJUAN IMPOR BAN

(Peraturan Menteri Perindustrian R.| Nomor

01/M-IND/PER/1/2017,

tanggal 26 Januari 2017)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
' bahwa dalam rangka mendorong industri Ban

i a.

dalam negeri yang berdaya saing dan mencip-
takan persaingan usaha yang sehat serta untuk
memantau perkembangan industri Ban di dalam

| 3.

H

negeri,perlu mengatur tata cara pemberian reko- |

mendasi dari Kementerian Perindustrian sebagai
dasar importasi Ban;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Per- |

aturan Menteri Perindustrian tentang Tata Cara
Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Ban;

. Mengingat :
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indone-
siaTahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran

1

Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 ten- |
tang Kementerian Perindustrian (Lembaran Neg-

ara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);

Menetapkan :
PERATURAN MENTERI

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-
IND/PER/11/2015 tentand Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1806);
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-
DAG/PER/11/2016 tentang Ketentuan Impor
Ban(Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1704);

MEMUTUSKAN:

TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI PERSETU-
JUAN IMPOR BAN.

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteriini yang dimaksud
dengan:
1. Ban adalah bagian penting dari kendaraan yang |

diproduksi dari campuran karet alam, dan/atau
karet sintetis yang terpasang, dan/atau tidak ter-

PERINDUSTRIANTENTANG |

pasang pada pelek yang termasuk dalam pos HS |

4011, 4013, dan 8708.

59



diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah,

Pengawas Sekolah, Penilik, Pamong Belajar dan calon

- PNS formasi guru.

Pasal 53

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada |

tanggal diundangkan.

i Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-
tahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan |
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah

Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2017
GUBERNUR PROVINS! DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA,
ttd.
BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2017
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
ttd.
SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINS| DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2017 NOMOR 72010

(BN )

TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI

PERSETUJUAN IMPOR BAN
(Peraturan Menteri Perindustrian R.I Nomor 01/M-IND/PER/1/201 7,
tanggal 26 Januari 2017)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

. a. bahwa dalam rangka mendorong industri Ban
- dalam negeri yang berdaya saing dan mencip-
takan persaingan usaha vang sehat serta untuk !

memantau perkembangan industri Ban di dalam
negeri,perlu mengatur tata cara pemberian reko-

mendasi dari Kementerian Perindustrian sebagai

dasar importasi Ban;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Per- PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIANTENTANG |

aturan Menteri Perindustrian tentang Tata Cara | TATA CARA PENERBITAN REKOMENDAS]| PERSETU-

- JUAN IMPOR BAN.

Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Ban;

Mengingat :

oL Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
| Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indone-
siaTahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 ten-
| tang Kementerian Perindustrian (Lembaran Neg-

ara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);

- 3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-

IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Perind_ustrian (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1806);

4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M- |

DAG/PER/11/2016 tentang Ketentuan Impor
Ban(Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1704);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteriini yang dimaksud
dengan:

1. Ban adalah bagian penting dari kendaraan yang
diproduksi dari campuran karet alam, dan/atau
karet sintetis Yang terpasang, dan/atau tidak ter-
pasang pada pelek yang termasuk dalam pos HS
4011, 4013, dan 870s8.
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